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ABSTRAK  

 
Al Azhari, Muhammad Imam. Akibat Hukum Pencabulan terhadap Anak di 
Bawah Umur yang Dilakukan Lebih dari Satu Orang. Skripsi. Tegal: Program 
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022. 

Kasusl kekerasan terhadapl anak yangl terjadi dil Indonesia sebagail salah 
satul indikator buruknyal kualitas perlindunganl terhadap lanak, keberadaan anakl 
yang dianggapl belum mampul untuk hidupl mandiri ltentunya hal tersebutl sangat 
membutuhkanl orang dewasal sebagai lpelindunganya. Hukuml di Indonesial 
yang menjeratl pelakul tindak pidana pencabulan tidaklahl serius, sehinggal 
hukuman bagil pelaku tidaklahl setimpal denganl apa yangl diperbuat danl resiko 
rusaknyal masa depanl para lkorban.  

Penelitian ini bertujuan untuk tinjauan hukum pencabulanl terhadap anakl 
di bawah umur dalaml hukum positif ldi lIndonesia dan akibat hukum pencabulan 
terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang padal putusan 
nomorl 53/Pid.Sus/2021/PNlBbs. Penelitianl merupakan jenis penelitianl 
kepustakaanl dengan pendekatan penelitianl hukum lnormatif. Sumber data 
utamanya adalah data sekunder metodel pengumpulan datal yang digunakanl yaitu 
studil kepustakaan. Analisis datal penelitianl menggunakanl metode lkualitatif. 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa hukuml pencabulan terhadap anak di 
bawah umur dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 
289, Pasal 290l ayatl (2) ldan ayat (3), Pasall 292, Pasall 293, Pasall 294 ayatl (1) 
danl Pasal l295. lUndang-Undangl No. 35l Tahun 2014l tentang Perubahanl 
Undang-Undangl No. l23 Tahun 2002l tentang lPerlindungan lAnak, diaturl 
dalam Pasall 76E dengan sanksi pidana diancam dalam Pasal 82 dan Undang-
Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 
untuk meperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulanl terhadap lanak dil 
bawah umurl tertuang dalaml Pasall 82. Akibat hukum pencabulanl terhadap 
anakl di bawahl umur yangl dilakukanl lebihl daril satu orang padal putusanl 
nomorl 53/Pid.Sus/2021/PNlBbsl yaitu perbuatan terdakwal telah terbukti 
melakukanl tindakan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana 
telah dirubah terakhir denganl Undang-Undangl No. 17l Tahun 2016l tentang 
lPenetapan Peraturan Pemerintahl Pengganti lUndang-Undang lNo. 1 Tahunl 
2016l tentangl Perubahan Kedual Atas lUndang-Undang lNo. 23 Tahunl 2002 
tentangl Perlindungan Anakl menjadi lUndang-Undang. Maka akibat hukum daril 
tindakan melawan hukum padal perkara ini yaitu sanksi pidana kepada Terdakwa 
dengan pidana penjara selama 14 tahun danl dendal sejumlah lRp. 200.000. 
000,00l dengan ketentuanl apabila dendal tersebut tidakl dibayar digantil dengan 
lpidana kurunganl selamal 4 lbulan. 

Kata Kunci: pecabulan, anak dan di bawah umur. 
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ABSTRACT 

 

Al Azhari, Muhammad Imam. As a Result of Abuse of Underage Children Made 
by More than One Person. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Fakulty of Law, 
Pancasakti University Tegal. 2022. 

Cases of violence against children that occur in Indonesia as one of the 
poor indicators of the quality of children's protection, the existence of children 
who are considered unable to live independently, of course it works adults in 
desperate as a protection. Law in Indonesia that ensnares the perpetrators of 
molestation is not serious, so that the punishment for the perpetrator is not asimpa 
with what is done and the risk of the future of the victims.  

This study aims to review abuse of underage children in positive law in 
Indonesia and due to abuse of underage children made by more than one person 
on the decision number 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs. Research is a type of literature 
research with a normative legal research approach. The main data source is 
secondary data data collection method used is a literature study. Research data 
analysis uses qualitative methods.  

The results of the study concluded that the abuse of molestation of minors 
in positive law in Indonesia is regulated in the Criminal Code, namely Article 
289, Article 290 paragraph (2) and paragraph (3), Article 292, Article 293, Article 
294 paragraph (1) and Article 295. Law No. 35 of 2014 concerning Changes in 
Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, regulated in Article 76E with 
criminal sanctions threatened in Article 82 and Law No. 17 of 2016 concerning 
Determination of Government Regulation Substitute Law No. 1 of 2016 
concerning Changes to the Second Law Number 23 of 2002 concerning Child 
Protection Becoming a Law To Popert Sanctions for Perpetrators Criminals 
Abolidation Against Underage Children Stone in Article 82. As a result Law of 
molestation of underage children carried out more than one person on the decision 
number 53/Pid.Sus/2021/PN Bbs is a durable action has been proven to take 
action against the law regulated in Article 82 paragraph (4) jo. 76e Law No. 23 of 
2002 concerning Child Protection as last changed by Law No. 17 of 2016 
concerning Determination of Government Regulations Substitute No. 1 of 2016 
concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning the 
protection of children becomes a law. So the legal consequences of the action 
against the law in this case, namely criminal sanctions to the defendants with 14 
years of imprisonment and a fine of Rp. 200,000. 000.00 Provisions if the fine is 
not paid replaced with a criminal prison for 4 months.  
 
Keywords: pecabulants, children and underage. 
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MOTTO 

 

"Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."  

(Q.S An-Nahl: 97) 

 

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya 

dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."  

(Q.S Al-Qashas: 50) 

 

Pornografi adalah instruksinya. Pemerkosaan adalah praktiknya, wanita yang 

dipukuli adalah praktiknya, dan anak-anak yang dipukuli adalah praktiknya. 

(Gloria Steinem) 

 

 



 

ix 

KATA PENGANTAR  

 

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan 

baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses 

penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, 

bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak kendala tersebut dapat di atasi.  

Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., Rektor Universitas Panca Sakti Tegal. 

2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pancasakti Tegal. 

3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I atas bimbingannya selama 

penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan. 

4. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H., Pembimbing II yang selalu memberikan 

pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.  

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal 

ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 

Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis 

selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak 

pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.  

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. 

 Tegal, 27 Desember 2021 

 Penulis  



 

x 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .........................................................................................  i 

PERSETUJUAN  ................................................................................................  ii 

PENGESAHAN  .................................................................................................  iii 

PERNYATAAN  ................................................................................................  iv 

ABSTRAK  .........................................................................................................  v 

ABSTRACT  .........................................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN  ..............................................................................................  vii 

MOTTO  .............................................................................................................  viii 

KATA PENGANTAR  .......................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  ......................................................................................................  x 

BAB I  PENDAHULUAN  .............................................................................  1 

A. Latar Belakang ..............................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ........................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian  .........................................................................  7 

D. Manfaat Penelitian  .......................................................................  7 

E. Tinjauan Pustaka  ..........................................................................  8 

F. Metode Penelitian  ........................................................................  14 

G. Sistematika Penulisan  ..................................................................  18 

BAB II  TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR ..  19 

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana  ..................................................  19 

1. Pengertian Tindak Pidana  ......................................................  19 

2. Unsur-Undur Tindak Pidana  ..................................................  21 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana  ......................................................  23 

B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana  ...................................................  25 

1. Pengertian Sanksi Pidana  .......................................................  25 

2. Macam-Macam Sanksi Pidana  ...............................................  27 

C. Tinjauan tentang Pencabulan  .......................................................  39 

1. Pengertian Pencabulan  ...........................................................  39 



 

2. Unsur-Unsur Pencabulan  .......................................................  41 

3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencabulan ...................................  43 

D. Tinjauan tentang Anak  .................................................................  45 

1. Pengertian Anak  .....................................................................  45 

2. Perlindungan Anak  .................................................................  49 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .................................  52 

A. Tinjauan Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur 

dalam Hukum Positif di Indonesia  ..............................................  52 

B. Akibat Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur 

yang Dilakukan Lebih dari Satu Orang pada Putusan Nomor 

53/Pid.Sus/2021/ PN Bbs.  ...........................................................  59 

BAB IV PENUTUP  ..........................................................................................  71 

A.  Simpulan  ......................................................................................  71 

B. Saran  ............................................................................................  72 

DAFTAR PUSTAKA  



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara sangat 

menentukan arah dan masa depan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Oleh 

sebab itu, dalam rangka tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas 

dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, 

diperlukan pembimbingan dan pembinaan secara terus-menerus demi 

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial 

serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak 

atau generasi muda dan bangsa di masa mendatang. 

Anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa 

senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan 

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.1 Disisi lain, semakin 

maju dan canggih teknologi yang berkembang saat ini juga diiringi 

meningkatnya angka kriminalitas yang mengakibatkan berbagai macam 

modus operandi terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi tidak 

hanya menyangkut kejahatan terhadap harta benda, nyawa, salah satu bentuk 

tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana 

pencabulan anak.2  

                                                 
1 Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm. 5. 
2 Gadis Arivia, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak, Jakarta: Ford 

Foundation, 2005, hlm. 4. 
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Salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan dalam hal ini 

dikarenakan pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Pencabulan 

merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atas dorongan atau keinginan 

seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu atau 

birahi, sehingga menimbulkan kepuasan dirinya.3 Tindak pidana pencabulan 

meresahkan masyarakat, khususnya bagi anak perempuan.  

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak merasa bahwa anak-

anak dapat dijadikan salah satu sasaran dalam menyalurkan hasrat seksualnya. 

Hal ini dikarenakan pada umumnya orang menganggap bahwa anak-anak 

tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan 

tindak pidana. Anak-anak juga pada umumnya tidak mempunyai keberanian 

menolak keinginan pelaku karena adanya ancaman atau iming-iming akan 

diberikan hadiah. Korban anak pencabulan tentunya akan berdampak pada 

perkembangan jiwa anak atau dampak pspikologi pada anak. 

Prilaku kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan 

seksual secara paksa, namun aktivitas lainnya berupa pelukan, meraba, 

mencium dan perbuatan tidak senonoh lainnya. Pencabulan pada dasarnya 

merupakan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak 

kekerasan terhadap perempuan banyak dan sering terjadi dimana-mana, 

demikian juga dengan pencabulan terlebih pemerkosaan. Kekerasan terhadap 

anak  adalah  suatu  bentuk  tindakan  yang  sangat tidak manusiawi yang akan 

                                                 
3 Ony Rosifany, Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Dibawah 

Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 2, Desember 
2020, hlm. 90. 
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 merusak masa depan sianak, padahal seorang anak dirinya berhak untuk 

menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan 

asasi di segala bidang. Akan tetapi untuk sampai saat ini sebagian besar kasus 

tindakan pencabulan sering terjadi kepada anak perempuan yang masih di 

bawah umur yang masih digolongkan anak-anak.  

Tindakl pidana pencabulanl merupakan suatul tindak pidanal yang 

bertentanganl dan melanggarl kesopanan danl kesusilaan seseorangl yang 

semuanyal dalam lingkunganl nafsu birahil kelamin, misalnyal seorang llaki-laki 

merabal kelamin lseorang lperempuan.4 Salah satu contoh kasus pencabulan 

yaitu padal kasus perkaral nomorl 53/Pid.Sus/2021/lPN.Bbs. Padal kasusl ini, 

terdakwal diduka melakukanl kekerasan ataul ancaman lkekerasan, memaksa, 

tipul muslihat, melakukanl serangkaian kebohonganl atau membujukl anak 

untukl melakukan ataul membiarkan dilakukanl perbuatan lcabul. lPerbuatan 

terdakwa dilakukanl terhadap anak di bawah umur tidak hanya seorang, namun 

dilakukan terhadap lebih dari satu orang anak-anak di bawah umur. Perbuatan 

terdakwa umumnya dilakukan dengan cara meraba-raba kelamin selanjutnya 

memasukkan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin para korbannya.  

Pencabulan terhadap anak ini merupakan permasalahan yang dihadapi 

di masyarakat, terlebih lagi hampir terjadi diberbagai penjuru nusantara 

bahkan dunia. Pencabulan sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan 

melalui  proses-proses  yang  di anggap  biasa  saja.  Anak-anak  yang menjadi  

                                                 
4 Leden Marpaung, Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004, hlm. 64. 
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korban juga umumnya tidak berani menolakl keinginan pelakul karena ladanya 

ancaman ataul iming-imingl akan ldiberikan lhadiah. Padahal hal tersebut 

langkah pertama dari kehancuran dari seseorang. 

Anak korbanl kekerasan dalaml kehidupan lsehari-hari lmenunjukkan 

bagaimana lemahnyal posisi anakl ketika mengalamil kekerasan lterhadap 

dirinya. Anakl sangat rentanl terhadap kekerasanl yang dilakukanl oleh lorang-

orang dil sekitarnya, dil rumahnya sendiri, bahkanl dil ruang-ruangl publik. 

Kekerasanl terhadap anakl dominan terjadil di dalaml rumah tanggal yang 

sebenarnyal diharapkan dapatl memberikan rasal aman, danl yang lsangat 

disesalkan adalahl kasus-kasusl kekerasan terhadapl anak selamal ini ldianggap 

sebagai masalahl yang wajarl dan tidakl dianggap sebagail tindak lpidana 

kejahatan, danl yang seringl terjadi tindakl kekerasan padal anak disertail dengan 

tindakl pidana pencabulanl pada lanak.5 

Dampakl psikologis padal anakl korban tindakan pencabulan lakan 

melahirkan traumal berkepanjangan yangl dapat melahirkanl sikap tidakl sehat 

sepertil minder, takutl yang lberlebihan, perkembangan jiwal anak lterganggu 

danl dapat berakibatl pada lketerbelakangan lmental. Hall ini menjadil kenangan 

burukl bagi anakl korban lpencabulan. Pencabulanl merupakan lsuatu 

pelanggaran hakl anak danl tidak adal suatu argumenl yang dapatl membenarkan 

tindakl pidana pencabulanl yang diperbuatl terdakwa terhadapl anakl di bawah 

lumur. Pencabulan tidakl hanya masukl ke dalam tindakl pidana lkejahatan, 

namun sekaligusl merupakan tindakl pidana kekejamanl baik secaral fisik 

                                                 
5 Gadis Arivia, Op Cit, hlm. 2. 
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ataupunl psikis, karenal korban menderital beban ketakutanl yang luarl biasa 

sampail menderita goncanganl jiwa lseumur lhidup.  

Kasusl kekerasan terhadapl anak yangl terjadi dil Indonesia sebagail 

salah satul indikator buruknyal kualitas perlindunganl terhadap lanak, 

keberadaan anakl yang dianggapl belum mampul untuk hidupl mandiri ltentunya 

hal tersebutl sangat membutuhkanl orang dewasal sebagai lpelindunganya. 

Diharapkan setiapl anakl mampu memikull tangung jawabl hal inil diharapkan 

agarl anak perlul mendapatkan kesempatanl yang lseluas-luasnya untukl tumbuh 

danl berkembang secaral optimal baikl fisik, mentall maupun sosiall dan 

berakhlakl mulia. Sehinggal perlunya dilakukanl upaya perlindunganl untuk 

mewujudkanl kesejahteraan anakl dengan memberikanl jaminan lterhadap 

pemenuhan lhak-haknya sertal adanya perlakukanl tanpa ldiskriminasi. 

Hukuml di Indonesial yang menjeratl pelakul tindak pidana pencabulan 

tidaklahl serius, sehinggal hukuman bagil pelaku tidaklahl setimpal denganl apa 

yangl diperbuat danl resiko rusaknyal masa depanl para lkorban. Selain litu 

perlindungan bagil masyarakat bagil korban jugal sangat lkurang. Perhatian 

masyarakatl khususnya dalaml ini lebih mengarah padal perilaku lyang 

melanggar normal hukum danl juga perilakul kriminalitas yangl dilakukan loleh 

pelaku. Dimana hakl anak sendiril telah termuatl dalam lUndang-Undang 

Nomorl 35 Tahunl 2014 tentangl Perubahan atasl Undang-Undangl Nomor l23 

Tahun 2002l tentang Perlindunganl Anak danl juga dalaml Kitab lUndang-

Undang Hukuml Pidana yangl ada ldi lIndonesia. 
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Anak memilikil hak untukl mendapatkan lperlindungan, perhatian, lkasih 

sayang, danl pendidikan demil kesejahteraan anakl tersebut. Anakl harus 

mendapatl perlindungan khususl terhadap kepentinganl fisik danl mentalnya. 

Perlindunganl hak-hakl anak padla hakikatnya menyangkut llangsung 

pengaturan dalaml peraturan lperundang-undangan, kebijaksanaan, usahal dan 

kegiatanl yang menjaminl terwujudnya perlindungan lhak-hak lanak. lSudah 

sepatutnya aparatl penegak hukuml memberikanl sanksi yangl tegas ltehadap 

pelaku tindakl pidana pencabulanl terhadap lanak. Hal inil agar ldapat 

memberikan efekl jera bagil pelaku tindakl pidana pencabulanl terhadap lanak 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pencabulan atau 

kekerasan seksual terhadap anak merupakanl suatu tindakl kejahatan lyang 

sangat lkeji, amoral, tercelal dan melanggarl norma dimanal yang lmenjadi 

korban adalahl anak perempuanl di bawah umur. Kejahatan tersebut seharusnya 

perlu penanganan yang lebih khusus, karena korban adalah masih tergolong 

sebagai anak di bawah unur yang masih mempunyai kehidupan yang panjang, 

cita-cita yang mulia. Maka penulis akan mengkaji permasalahan tersebut 

dengan mengangkat judul “Akibat Hukum Pencabulan terhadap Anak di 

Bawah Umur yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkanl latar belakangl masalah yangl telah diuraikanl di atas, 

makal penulis merumuskan permasalahanl penelitian, lsebagai lberikut: 

1. Bagaimanal tinjauan hukum pencabulanl terhadap anakl di bawah umur 

dalaml hukum positif ldi lIndonesia? 
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2. Bagaimana akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur yang 

dilakukan lebih dari satu orang padal putusan nomorl 53/Pid. lSus/2021/ PNl 

lBbs.? 

C. Tujuan Penelitian  

Atas dasar rumusanl masalah yangl telah dikemukakanl di latas, lmaka 

tujuanl yang hendakl dicapai dalaml penelitian lini ladalah: 

1. Untukl mendeskripsikan tinjauan hukuml pencabulan terhadapl anak di 

bawah umur dalam hukum positif di Indonesia.  

2. Untuk menganalisis akibat hukum pencabulanl terhadap anakl di lbawah 

umur yangl dilakukan lebihl daril satu orang padal putusanl nomorl 

53/Pid.Sus/2021/ PNl Bbs. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaatl yang dapat diperoleh daril hasill penelitian inil diharapkan 

dapatl berguna bagil para pembacal danl sebagai kontribusil di bidangl ilmu 

hukuml baik secaral teoritis lmaupun lpraktis, sebagai berikut:  

1. Secaral teoritis, hasill penelitian inil diharapkan dapatl menambah wawasan 

dan ilmul pengetahuan hukuml khususnya terkaitl denganl tindak pidana 

pencabulan yang marak terjadi di masyarakat. Hasil penelitian juga 

diharapkan bisa dijadikan referensil baru dalaml bidang keilmuanl hukum 

pidanal serta dapatl menjadi rujukanl atau perbandinganl bagi lpenelitian 

selanjutnyal serkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di 

bawah umur.  
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2. Secaral praktis, dapatl memberikanl pemahaman dan informasi kepada 

pihak kepolisian dan masyarakat pada umumnya, khususnya anak 

perempuan yang rentan mengalami tindakl pencabulanl terhadap anakl di 

bawahl umurl sehinggal memahami peraturanl hukum yangl berlaku ldan 

mendapatkanl perlindungan lhukum. Hasil penelitianl jugal dapat lmemberi 

gambaran kepadal masyarakat tentangl sanksi pidanal pencabulan terhadap 

anak di bawah umur untuk dapat mengurangi kejahatan tersebut.  

E. Tinjauan Pustaka  

Berdasarkan hasill penelusuranl yang dilakukan penelitil terhadap 

lpenelitian-penelitian ilmiahl sebelumnyal terkait dengan penelitian tentang 

tindak pidana pencabulan sudah pernah dilakukan. Tinjauan pustaka ini 

dilakukan sebagail bahan rujukanl penulis, berikutl beberapa literaturl yang 

berkaitanl dengan tindakl pidanal pencabulan terhadap anak di bawah umur. 

1. Muhammad Iqbal Lubis dan Ida Keumala Jempa,6 dengan judul “Tindak 

Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur (Suatu Penelitian di 

Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh”. 

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan penyebab 

pencabulan terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian ini dilakukan 

dengan cara menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode 

penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan 

                                                 
6 Muhammad Iqbal Lubis & Ida Keumala Jempa, “Tindak Pidana Pencabulan terhadap 

Anak di Bawah Umur (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh”, JIM Bidang 
Hukum Pidana, Vol. 5, No. 1, Februari 2021:180-192, ISSN: 2597-6893. 
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di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, yaitu; Pergaulan Bebas, faktor 

teknologi, dan pacaran. Disarankan perlu adanya penindakan yang tegas 

dan nyata dalam rangka menangani faktor penyebab terjadinya tindak 

pidana pencabulan di wilayah Aceh Besar 

2. Idal Bagus Gedel Subawa danl Putu lSekarwangi lSaraswati,7 dengan judul 

“Kajianl Kriminologis Tindakl Pidana Pencabulanl terhadap Anakl di 

Wilayahl Hukum lPolresta lDenpasar”. 

Permasalahan dalaml penelitian ini yaitul untuk mengetahuil faktor 

penyababl terjadinya tindakl pidana pencabulanl terhadap anakl dan lupaya 

penanggulangan yangl dilakukan olehl Polresta lDenpasar. Penelitian lini  

merupakan penelitianl hukum lempiris. Metode-metodel pendekatan lyang 

digunakan yaknil pendekatan lkriminologis, pendekatan lkasus, dan 

pendekatanl fakta. Faktorl penyebab terjadinyal tindak pidanal pencabulan 

terhadapl anak dil Wilayah Hukuml Polresta Denpasarl disebabkan loleh 

faktor internall dan faktorl eksternal. Faktorl internal disebabkanl adanya 

kelainanl seksual yangl ada dalaml diri lpelaku, sedangkan faktorl eksternal 

disebabkanl karena kurangnyal perhatian daril orang tual terhadap lanak, 

faktor lekonomi, faktor llingkungan, faktor lteknologi, faktor lminuman 

beralkohol. Upayal penanggulangan tindakl pidana pencabulanl terhadap 

anakl di wilayahl hukum Polrestal Denpasar dilakukanl melalui lupaya 

penanggulangan preventifl dan lrepresif. 

                                                 
7 Ida Bagus Gede Subawa & Putu Sekarwangi Saraswati, “Kajian Kriminologis Tindak 

Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”. KERTHA 
WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 15, No. 2, 2021:169-178-CC-BY 
SA 4.0 License. 
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3. Renna Prisdawati,8 dengan judul “Penerapanl Sanksi Pidanal terhadap 

lAnak Pelaku Tindakl Pidana lPencabulan”. 

Tujuanl penelitian yangl dilakukanl Prisdawati adalah luntuk 

mengetahui bagaimanal penerapan sanksil pidana terhadapl anak lsebagai 

pelaku tindakl pidana lpencabulan. Jenis penelitianl yang digunakanl dalam 

penulisanl ini menggunakanl jenis penelitianl normatif, yaitul menggunakan 

bahanl kepustakaan, baikl itu bahanl primer, sekunderl maupun ltersier. Hasil 

penelitianl menjelaskan bahwal upaya diversil tidak dapatl dilakukan 

terhadapl anak sebagail pelaku tindakl pidana lpencabulan. Sesuai ldengan 

aturan dalaml Pasal 7l ayatl (2) lUndang-undang Nomorl 11 Tahunl 2012l 

Tentang Sisteml Peradilan Pidanal Anak, syaratl agar dapatl dilakukan 

diversil hanya terhadapl tindak pidanal dengan ancamanl pidana lpenjara 

dibawah tujuhl tahun danl tindak pidanal tersebut bukanlahl pengulangan 

tindakl pidana. Hall tersebut jelasl tidak dapatl diterapkan dalaml tindak 

pidanal pencabulan, karenal tindak pidanal pencabulan diancaml dengan 

pidanal penjara palingl lama limal belas ltahun. 

4. Henlia Peristiwati Rejeki,9 “Tindakl Pidana Pencabulanl dan lPemerkosaan 

terhadap Anakl di Bawahl Umur denganl Ancaman Ditinjaul dari lPasal 64l 

                                                 
8 Renna Prisdawati, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

Pencabulan”, IJCLC (Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology), Vol. 1, No. 2, 
November 2020:170-176.  

9 Henlia Peristiwati Rejeki,9 “Tindak Pidana Pencabulan dan Pemerkosaan terhadap 
Anak di Bawah Umur dengan Ancaman Ditinjau dari Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-
Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor. 1616/Pid.Sus/2014/ 
PN.Tng)”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 1, 
Juli 2018:332-351. 
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ayatl (1) KUHPl dan lUndang-Undang Nomorl 23 tentangl Perlindungan 

Anakl (Analisis Putusanl Nomor. l1616/Pid.Susl/2014/lPN. lTng).”. 

Tujuan penelitian Rejekil adalah untuk mengetahui lbentuk 

perlindungan terhadapl anak-anakl di bawahl umurl dan lpertanggung 

jawaban terhadapl pelaku tindakl pidana pencabulanl dan lpemerkosaan 

terhadap anakl di bawahl umur disertail dengan ancamanl dalam lputusan 

Nomor l1616/Pid.Susl/2014/lPN.Tng ditinjaul dari Pasall 64 Ayatl (1) lKUHP 

dan lUndang-Undang Nomorl 23 Tahunl 2002 tentangl Perlindungan lAnak. 

Pendekatan penelitianl inil yaitu pendekatanl yuridis lnormatif. Data lyang 

digunakanl adalah datal sekunder yaitul data yangl bersumber ldari 

perundang-undanganl atau daril bahan lhukum, baik bahanl hukum lprimer, 

bahan hukuml sekunder danl bahan hukuml tersier danl dengan lalat 

pengumpul datal berupa studil dokumenl dengan analisisl kualitatifl 

diperoleh hasill penelitian bahwal Bentukl perlindungan terhadapl anak-anakl 

di bawahl umur yangl mengalami tindakl pidana pencabulanl disertai ldengan 

ancaman lyaitu: dengan caral mengedepankanl hakhak seorangl anak lseperti 

melindungi anakl yang menjadil korban lpencabulan, mendampingi, 

lmemantau, melakukan pendekatanl pada anakl yang menjadil korban 

pencabulanl yang bergunal untuk membantul proses penyidikanl 

dikarenakan lanak. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindakl pidana 

pencabulanl dan pemerkosaanl terhadap anakl dibawah umurl dalam lputusan 

Pengadilan Negeril Tangerang lNo. perkara l1616/PID.SUSl/2014/lPN.TNG 

berdasarkanl fakta-faktal yang terungkapl dipengadilan, makal terdakwa 



 

 

12

Adangl Supena binl (alm) Djaidil terbukti bersalahl melanggar lUndang-

undang lNo. 23 Tahunl 2002 lL.N lNo. 109 Tahunl 2002, lT.L. lN. No. l4235 

Tentangl Perlindungan Anakl Jo pasall 64 ayatl (1) KUHPl dengan lpidana 

penjara selamal 12 (dual belas) tahunl di kurangil selama lterdakwa 

menjalani tahananl sementara denganl perintah terdakwal tetap ditahanl dan 

dendal sebesar lRp. l70.000.000,- (tujuhl puluh ljuta) subsidairl 3l (tiga) lbulan 

lkurungan. korbanl pencabulan sulitl untuk mengingatl atau lberbicara 

mengenai peristiwal pencabulan yangl dialaminya, danl yang terakhirl ialah 

melakukanl proses rehabilitasil anak ataul dengan katal lain lmelakukan 

upaya untukl memulihkan psikisl anak korbanl pencabulan akibatl trauma 

atasl peristiwa pencabulanl yang ldialaminya. 

5. Sri Warjiyati,10 “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di 

Bawah Umur”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana 

pencabulan anak di bawah umur menurut undang-undang di Indonesia dan 

hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, jenis 

penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil 

penelitian disimpulkan bahwa pencabulanl merupakan suatul pelanggaran 

hakl anak danl tidak adal sanggahan yangl dapat membenarkanl tindak 

pidanal tersebut, baikl dari segil moral, lsusila, dan lagama. Pasal-pasal 

kejahatan pencabulanl  baik  dalam  KUHP,  yaitu  Pasal  289, Pasal 290-

296 ataupun lUndang-Undang lNo. 23l Tahun 2002 tentangl perlindungan 

                                                 
10 Sri Warjiyati, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur”. Al-

Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2018: 89-106; ISSN 2460-5565; E-ISSN 
2503-1058. 
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lanak, yaitu dalaml Pasal l82. Tindak pidanal kesusilaan contohl pencabulanl 

(zina) masukl dalam ciril jarimah hududl dengan menggunakanl hukuman 

deral dan pengasinganl serta lhukuman lrajam.  

6. Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih,11 “Tinjauanl Kriminologi 

Tindakl Pidana Pencabulanl Sejenis terhadapl Anak ldi lSurakarta”.  

Penelitianl ini bertujuanl untuk mengetahuil faktor-faktorl penyebab 

tindakl pidana pencabulanl sejenis terhadapl anak dil Kota Surakartal dan 

mengetahuil upaya-upayal yang dilakukanl oleh aparatl penegak lhukum 

dalam menanggulangil terjadinya tindakl pidana pencabulanl sejenis 

terhadapl anak dil Kota lSurakarta. Penelitian inil adalah penelitianl hukum 

empirisl bersifat ldeskriptif. Penelitian inil menggunakan lpendekatan 

kualitatif denganl data primerl berupa wawancaral dan datal sekunder 

diperolehl langsung daril bahan pustakal serta datal tertier berupal kamus 

besarl bahasa lindonesia, ensiklopedial dan llain-lain. Teknikl pengumpulan 

datal melalui studil lapangan danl studi lkepustakaan. Teknik analisal data 

menggunakanl model analisal interaktif. Hasill penelitian inil menunjukkan 

bahwal faktor-faktorl penyebab terjadinyal tindak pidanal pencabulan 

lsejenis terhadap anakl di Kotal Surakarta disebabkanl oleh pertamal faktor 

kelainanl seksual (Abnormall sexual) yangl diderita olehl pelaku, lkedua 

faktor llingkungan,  ketiga  faktorl pengalaman traumatisl yang lpernah 

dialami loleh lpelaku, keempat faktorl kurangnya pendidikanl agama yangl 

kuat, lkelima faktor perkembanganl ilmu pengetahuanl dan lteknologi, 

                                                 
11 Elvina Anggun Hapsari dan Hartiwiningsih,11  “Tinjauan Kriminologi Tindak   Pidana 

Pencabulan Sejenis  terhadap  Anak  di Surakarta”, Recidive, Vol.  4, No. 1, Januari-April 
2015:26-35. 
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keenam lfaktor mata pencaharianl yang berhubunganl dengan layananl jasa 

seksuall waria yangl dapat menimbulkanl suatu kebiasaanl yang membentukl 

keadaan labnormal. Berdasarkan lfaktor-faktor tersebutl diatas makal 

terdapat lupaya-upaya yangl dilakukan baikl oleh pihakl kepolisan danl 

Lembaga Pemasyarakatanl untuk mengurangil tindak pencabulanl sejenis 

lterhadap anak lyaitu: upaya lpreventif, upaya lrepresif, upaya persuasivel 

serta lpemberian lpembinaan-pembinaan. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenisl Penelitianl  

Penelitianl merupakan jenis penelitianl kepustakaanl karena penelitian 

yang dilaksanakan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.12 Penelitian kepustakaan 

inil tidak hanyal kegiatan membacal dan lmencatat ldata-data yangl telah 

ldikumpulkan. Peneliti akan mengolahl data yangl terkumpul denganl tahap-

tahapl penelitian kepustakaanl dan mengambill data secaral tertulis luntuk 

diuraikan, sehinggal memperoleh gambaranl serta pemahamanl yang 

menyeluruh terkait akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur 

yang dilakukan lebih dari satu orang.  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitianl hukum lnormatif, 

yaitu penelitianl hukum yangl meletakkan hukuml sebagai sebuahl bangunan 

sisteml norma. Sisteml norma yangl dimaksudl yaitu lmengenai lasas-asas, 
                                                 

12 IqbaI Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, 
hlm. 5. 
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lnorma, kaidah daril peraturan lperundang-undangan, putusanl pengadilan, 

perjanjianl serta doktrinl atau lajaran.13 Penulis menggunakan metode penelitian 

normatif bertujuan untuk memberikan deskripsi maupun argumentasi lterkait 

dengan pengaturanl hukum pencabulanl terhadap anakl di bawahl umurl dan 

akibat hukumnya.  

Pada penelitian hukum ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang 

dianggap pantas dan penyelesaian perkara di pengadilan. Penelitianl hukum 

normatifl ini menggunakanl sasaran bahanl penelitian padal data lsekunder 

terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur untuk 

mendeskripsikan akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur 

yang dilakukan lebih dari satu orang.  

3. Sumber Data 

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, maka 

sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.14  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                 
13 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 34. 
14 Muslam Abdurrahman, Sosiologi Penelitian Hukum, Malang: UMM Press, 2009, 

hlm. 27. 
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b. Bahanl hukum lsekunder, yang memberikanl penjelasan mengenail bahan 

hukuml primer, sepertil buku-bukul dan bahanl pustaka lainnyal yang 

berkaitan eratl dengan penelitianl ini, danl putusan lpengadilan. 

c. Bahanl hukum ltertier, yaitu lbahan-bahan hukuml yang lmemberikan 

petunjuk maupunl penjelasan terhadapl bahan hukuml primer danl sekunder; 

contohnyal adalah lkamus, ensiklopedia, lindeks lkumuklatif.15 

4. Metodel Pengumpulan lData  

Metodel pengumpulan datal yang digunakanl yaitu studil kepustakaan 

(libraryl research) ataul studi ldokumen, yaitu suatul alat pengumpulanl data 

dilakukanl melalui datal tertulis.16 Studil pustakal dilakukan ldengan 

mengumpulkan danl mempelajari lbuku-buku lhukum, literatur, ltulisan-tulisan 

lilmiah, peraturan lperundang-undanganl dan bacaan lainnyal yang lberkaitan 

denganl penelitian lini, dan dokumenl yang diteliti adalahl putusan lpengadilan. 

Tujuanl penelitian studil kepustakaan (libraryl research) inil adalah luntuk 

memperoleh datal sekunder yangl meliputil peraturan-peraturan, lbuku, majalah, 

suratl kabar, situsl internet maupunl bahan bacaanl lainnyal yang berhubungan 

denganl permasalahan penelitian.  

lTahap-tahap pengumpulanl data melaluil studi pustakal adalahl sebagai 

berikut: 

a. Mengumpulkanl bahan-bahanl penelitian, berupal informasi ataul data 

empirisl yang bersumberl dari lbuku-buku, ljurnal, hasil laporanl penelitian 

resmil maupun ilmiahl danl literatur lainl yang mendukungl tema lpenelitian. 

                                                 
15 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13. 
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21. 
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b. Membacal bahan kepustakaanl secara aktifl dan kritisl agar bisal memperoleh 

hasill maksimal denganl cara menggalil secara mendalaml bahan lbacaan 

yang memungkinkanl menemukan lide-ide barul yang terkaitl dengan ljudul 

lpenelitian. 

c. Membuatl catatan lpenelitian. Pada akhirnyal seluruh bahanl yang ldibaca 

harus ditarikl sebuah lkesimpulan. 

d. Mengolahl catatan lpenelitian. Semua bahanl yang telahl dibaca lkemudian 

diolah danl dianalisis untukl mendapatkan kesimpulanl yang disusunl secara 

lsistematika.17 

5. Metode Analisisl Datal  

Analisis datal dalam penelitianl inil menggunakanl metode lkualitatif 

yaitu menguraikanl data secaral bermutu dalaml bentuk kalimatl yang lteratur, 

runtun, llogis, tidak tumpangl tindih, danl selektif, sehinggal memudahkan 

interpretasil data danl pemahaman lhasil lanalisis.18 Adapun metode lanalisis 

kualitatif pada penelitian inil lebih menekankanl kepada kebenaranl berdasakan 

lsumber-sumber hukuml dan doktrinl yang lada, bukan daril segi lkuantitas 

kesamaanl data yangl diteliti. Penelitianl ini dilakukanl untuk lmenjawab 

permasalahan denganl melakukan penelitianl yang bersifatl deskriptif lanalitis 

yaitu denganl memberikan penjelasanl mengenai prosesl pemeriksaan saksil di 

lpengadilan, serta pemaparanl mengenail tinjauan hukum pencabulan terhadap 

anak di bawah umur dalam hukum positif di Indonesia dan akibat hukum 

                                                 
17 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008, hlm. 32. 
18 Abdukadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004, hlm. 127. 
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pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang 

padal putusan nomorl 53/Pid.Sus/2021/PNl Bbs. 

G. Sistematika Penulisan  

Sitematika penulisan skripsi ini tertuang dalam empat bab yang 

tersusun dalam bab-bab, dimana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap 

bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai 

skripsi ini. Adapun gambaran secara garis besar penulisan skripsi ini sebagai 

lberikut: 

Babl I  lPendahuluan. Bab inil berisikan llatar lbelakang, rumusan lmasalah, 

tujuanl penelitian, manfaatl penelitian, tinjauanl pustaka, lmetode 

penelitian danl sistematika lpenulisan. 

Babl II  Tindakl Pidana Pencabulanl Anak dil Bawah lUmur. Bab inil berisi 

teori-teori mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauanl tentangl 

sanksi lpidana, tinjauan tentangl pencabulan, danl tinjauan ltentang 

anak. 

Babl III  Hasill Penelitian danl Pembahasan. Babl inil berisi hasill penelitian ldan 

pembahasanl terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu 

memaparkan tinjauan hukum pencabulan terhadap anak di bawah 

umur dalam hukum positif di Indonesia dan akibat hukum pencabulan 

terhadap anak di bawah umur yang dilakukan lebih dari satu orang 

padal putusan nomorl 53/Pid.Sus/2021/PNl Bbs. 

Babl IV lPenutup. Bab inil sebagai penutupl penulisan skripsi yang berisi 

simpulan terkaitl dengan hasill penelitian danl saran-saranl dari lpenulis. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR 

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana  

Tindakl Pidanal pada dasarnya adalah istilahl dari bahasal belandal yaitu 

strafbaarl feit19. Strafbaar feitl diartikan para sarjana dil Indonesial antara lain 

tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana.20 Menurutl Pompe, “strafbaarl 

feit” secaral teoritis dapatl dirumuskan sebagail suatu pelanggaranl normal 

dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja yang telah dilakukan oleh 

seorang pelaku, maka demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan hukum maka diperlukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku.21 

Strafbaarl feit terdiril dari tigal kata, yaknil straf, lbaar, dan lfeit, secara 

literlijkl kata strafl artinya lpidana, baar artinyal dapat ataul boleh danl feit 

adalahl perbuatan. Kaitannyal dengan istilahl strafbaar feitl secara lutuh, 

ternyata strafl diterjemahkan jugal dengan lkata lhukum. Hukum itu sudahl 

laziml merupakan terjemahanl dari katal recht, lseolah-olah artil straf lsama 

dengan lrecht. Kata lbaar, ada dual istilah yangl digunakanl yaitu bolehl dan 

ldapat. Kata feitl digunakan empatl istilahl yaitu, peristiwa, ltindak, lpelanggaran, 

dan lperbuatan.22 

                                                 
19 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 91. 
20 Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: 

Fajar Interpratama Mandiri, 2015, hlm. 36. 
21 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika 

Aditama, 2014, hlm. 97. 
22 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, 

hlm. 69. 
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Menurutl Utrechtl “strafbaar lfeit” dengan istilahl peristiwa pidanal yang 

seringl juga ial sebut ldelik, karena peristiwal itu suatul perbuatan handelenl atau 

doenl positif ataul suatu lmelalaikan lnatalen-negatif, maupunl akibatnya 

(keadaanl yang ditimbulkanl karena perbuatanl atau melakukanl itu).23 lMenurut 

Sianturi, tindakl pidana adalahl sebagai suatul tindakanl pada, ltempat, waktu, 

danl keadaan tertentul yang dilarangl atau diharuskanl dan diancaml dengan 

pidanal oleh lundang-undang bersifatl melawan lhukum, serta denganl kesalahan 

dilakukanl oleh seseorangl (yang lbertanggung ljawab).24 

Vanl Hammel mendefinisikanl tindak pidana, delikl merupakan lsuatu 

serangan ataul suatu ancamanl terhadap lhak-hak lorang llain. Denganl demikian 

pengertianl sederhana tindakl pidana adalahl suatu perbuatanl yang dilarangl 

olehl undang-undang atau aturanl hukuml yang dapat dikenai sanksi yang 

lsesuai denganl aturan hukuml yang berlakul yangl berupa pidana tertentu bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut.25 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, tindak pidana dapat 

disimpulkan bahwa tindak pidana atau disamakan dengan perbuatanl pidanal 

yaitu perbuatanl yang dilarangl oleh suatul aturan hukuml larangan lmana 

disertai sanksil atau ancaman berupal pidana tertentul bagi barangl siapa 

melanggarl larangan ltersebut. Tindak pidana dapatl juga dikatakanl bahwa 

perbuatanl pidana adalahl perbuatan yangl oleh suatul aturan dilarangl dan 

                                                 
23 Rasyid  Ariman &  Fahmi Raghib,  Hukum Pidana,  Malang:  Setara  Press, 2016, 

hlm. 98. 
24 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung 

jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-
Indonesia, 2012, hlm. 18-19. 

25 Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Op Cit, hlm. 37. 
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diancaml pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan 

kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang ditentukan oleh 

tingkah laku seorang-orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada 

orang yang menyebabkan kejadian tersebut 

2. Unsur-Undur Tindak Pidana  

Adal beberapa syaratl untuk lmenentukan lperbuatan-perbuatan yang 

dianggap sebagail tindak lpidana, syarat tersebutl adalah harusl ada lperbuatan 

manusia, perbuatanl itul betentangan denganl hukum, dilarangl oleh lundang-

undang danl diancam denganl pidana, dilakukanl oleh orangl yang ldapat 

dipertanggung ljawabkan, serta perbuatanl itu harusl dapat ldipertanggung 

jawabkan kepadal si lpembuat.26 Terjadinya perbuatan tindakl pidanal menurut 

Pompe, harusl dipenuhi lunsur-unsur, antara lain: adanyal perbuatan lmanusia, 

memenuhil rumusan dalaml syarat lformal, bersifat melawanl hukun. lSedangkan 

menurut lJonkers, unsur-unsurl tindak pidanal adalah perbuatanl (yang), 

melawanl hukum (yangl berhubungan ldengan), kesalahan (yangl dilakukan 

loleh orang lyang ldapat), dan ldipertanggungjawabkan.27 

Menurutl Simons, lunsur-unsur tindakl pidanal (strafbaar lfeit) antara 

lain: lperbuatan lmanusia, diancaml dengan lpidana, melawan lhukum, dan 

dilakukanl dengan lkesalahan.28 Padal hakikatnya, setiapl perbuatan lpidana 

harus daril unsur-unsurl lahiriahl (fakta) olehl perbuatan, mengandungl kelakuanl 

                                                 
26 Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Op Cit, hlm. 60. 
27 Adami Chazawi, Op Cit, hlm. 81. 
28 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 12. 
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danl akibatl yang ditimbulkanl karenanya. Keduanyal memunculkan lkejadian 

dalaml alam lahirl (dunia). lUnsur-unsur tindakl pidana lyaitu: 

a. Unsurl Objektifl yaitu unsurl yang terdapatl di luarl si lpelaku. Unsur-unsurl 

yang adal hubungannya denganl keadaan, yaitul dalam keadaanl di lmana 

tindakan-tindakanl si pelakul itu hanyal dilakukan lterdiri ldari:  

1) Sifatl melanggar lhukum. 

2) Kualitasl dari lsi lpelaku. 

3) lKausalitas. 

b. Unsurl Subjektifl yaitu unsurl yang terdapatl atau melekatl pada diril si 

lpelaku, atau yangl dihubungkan denganl diri sil pelaku danl termasuk 

didalamnyal segala sesuatul yang tetkandungl di dalaml hatinya. Unsurl ini 

lterdiri ldari: 

1) Kesengajaanl atau ketidaksengajaanl (dolus latau lculpa) 

2) Maksudl pada suatul percobaan, Pasall 53 ayatl (1) lKUHP. 

3) lMacam-macam maksudl seperti terdapatl dalam lkejahatan-kejahatan 

lpencurian, penipuan, lpemerasan, dan lsebagainya. 

4) Merencanakanl terlebih ldahulu, seperti tecantuml dakam Pasall 340 

lKUHP, yaitu pembunuhanl yang direncanakanl terlebih ldahulu. 

5) Perasaanl takut sepertil terdapat dil dalam Pasall 308 lKUHP.29 

Peristiwal pidana yangl juga disebutl tindak pidanal ataul delik 

merupakan suatul perbuatan ataul rangkaian perbuatanl yang dapatl dikenakan 

hukumanl pidana. Suatul peristiwal peristiwa hukuml dapat dinyatakanl sebagai 

                                                 
29 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 50. 
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peristiwal pidanal apabila lmemenuhi lunsur-unsur lpidananya. Unsur-unsurl 

tindakl pidanal tesebut terdiril dari unsurl objektif danl unsur lsubjektif. lUnsur 

objektif yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan 

mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. 

Titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Sedangkan 

unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki 

oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang 

atau beberapa orang). 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana  

Tindak pidana dalaml hukum pidanal diadakan lpembagian 

menggunakan KUHPl dan adal pula yangl diadakan olehl doktrin. lKUHP 

membagil tindak pidana kel dalam dual jenis tindakl pidana yaitul kejahatanl 

(misdrijven) danl pelanggaranl (overtredingen).30 Sebeluml tahun 1918l dalam 

KUHP dikenall tiga jenisl tindak lpidana, yaitu lkejahatan-kejahatanl (misdaden), 

lperbuatan-perbuatan burukl (wanbedrijven), danl pelanggaran-pelanggaranl 

(overtredingen). Pembagianl tiga jenisl ini sesuail dengan KUHPl di lNegeri 

Belanda yangl waktu itul berlaku Codel Penal Perancisl sebagai negaral penjajah 

yangl memberlakukanl KUHP-nya denganl tiga pembagianl yaitu lmisdaden: 

crimes, lwanbedrijven: delits, danl overtredingen: lcontraventions. 

Mencermatil uraian dil atas, menunjukkanl bahwa pembagianl tindak 

pidanal itu tidakl selamanya harusl terdiri daril dua jenisl saja sepertil dalam 

KUHPl sekarang. KUHPl sendiri tidakl merumuskan ataul menjelaskan        

                                                 
30 Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Op Cit, hlm. 72. 
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dasarl  dari  pembagianl  tersebut.  Pembagianl  tersebut  hanyal  didasarkan  

atasl penempatan lsaja, yaitu: semual perbuatan yangl dilarang danl diancam 

denganl pidana yangl ditempatkan dalaml Buku Kedual merupakanl “kejahatan”, 

sedangkanl yang ditempatkanl dalam Bukul Ketiga lmerupakan “pelanggaran”. 

Hall ini ternyatal dari lbab-bab daril KUHP litu lsendiri.31 

Perbuatanl pidana jugal dibedakan atasl perbuatan pidanal formil ldan 

perbuatanl pidana lmateriil. Pidana formil adalahl perbuatan pidanal yang 

perumusannyal dititikberatkan padal perbuatan yangl dilarang. lPerbuatan 

pidana formill adalah perbuatanl pidana yangl telah dianggapl selesai ldengan 

telah dilakukannyal perbuatan yangl dilarang ldalam lundang-undang, ltanpa 

mempersoalkanl akibatnya sepertil yang tercantuml dalam Pasall 362 lKUHP 

tentang pencurianl dan Pasall 160 KUHPl tentang lpenghasutan. Sedangkan 

perbuatanl pidana materiill adalah perbuatanl pidana yangl perumusannya 

dititikberatkanl pada akibatl yang ldilarang. Perbuatan pidanal ini barul dianggap 

telahl terjadi ataul dianggap ataul dianggap telahl selesai apabilal akibat lyang 

dilarang itul telah lterjadi. Jadi, jenisl perbuatan inil mensyaratkan lterjadinya 

akibat untukl selesainya perbuatanl seperti dalaml Pasal 338l KUHP ltentang 

pembunuhan danl Pasal 378l tentang lpenipuan.32 

Jenisl perbuatan pidanal dibedakan atasl delik komisil (commision lact) 

dan delikl omisi (ommisionl act). Delikl komisi adalahl delik yangl berupa 

pelanggaranl  terhadap  llarangan, yaitu berbuatl sesuatu yangl dilarang, 

misalnyal melakukan  lpencurian,  penipuan,  danl  pembunuhan.  lSedangkan  

                                                 
31 Ibid, hlm. 73. 
32 Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 102. 
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delik lomisil adalah delikl yang berupal pelanggaran terhadapl perintah, lyaitu 

tidak berbuatl sesuatu yangl diperintah misalnyal tidak menghadapl sebagai 

saksil di mukal pengadilan sebagaimanal diatur dalaml Pasal 552l KUHP. 

Perbuatanl pidana jugal dibedakan atasl perbuatan pidanal kesengajaan (delikl 

dolus) danl kealpaan (delikl culpa). Delikl dolus adalahl delik yangl memuat 

unsurl kesengajaan. Misalnyal perbuatan pidanal pembunuhan dalaml Pasal l338 

KUHP. Sedangkanl delik culpal adalah ldelik-delik yangl memuat lunsur 

kealpaan. Misalnyal Pasal 359l KUHP tentangl kealpaan seseorangl yang 

mengakibatkanl matinya lseseorang.33 

B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana  

1. Pengertian Sanksi Pidana  

Sanksil pidanal sudah biasa diistilahkan ldengan lpidana, selain itul jugal 

sanksi pidana diartikanl dengan listilah-istilah lainl yaitu lhukuman, 

penghukuman, lpemidanaan, penjatuhan lhukuman, pemberian pidanal dan 

hukumanl pidana.34 Sanksil pidanal merupakan suatul hukuman sebabl akibat, 

sebabl adalah kasusnyal dan akibatl adalah lhukumnya, orang yangl terkena 

akibatl akan mempeolehl sanksi baikl masuk penjaral ataupun terkenal hukuman 

lainl dari lpihak lberwajib.  

Sanksil pidana merupakanl suatu jenisl sanksi yangl bersifat lnestapa 

yang diancamkanl atau dikenakanl terhadap perbuatanl atau pelakul perbuatan 

pidanal atau tindakl pidana yangl dapat mengganggul atau lmembahayakan 

kepentinganl hukum.  Sanksil  pidana  padal   dasarnya   merupakanl  suatu   
                                                 

33 Ibid, hlm. 102. 
34 Ibid, hlm. 185. 
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penjaminl  untuk merehabilitasil perilaku daril pelaku kejahatanl tersebut, 

namunl tidak jarangl bahwa sanksil pidana diciptakanl sebagai suatul ancaman 

daril kebebasan manusial itu lsendiri.35 

Dalam lBlack‟s Lawl Dictionary Henryl Campbell Blackl memberikan 

pengertianl sanksi pidanal sebagai punishmentl attached tol conviction atl crimes 

suchl fines, probationl and sentencesl (suatu pidanal yang dijatuhkanl untuk 

menghukuml suatu penjahatl (kejahatan) sepertil dengan pidanal denda, lpidana 

pengawasan danl pidana lpenjara). Berdasarkan deskripsil pengertian lsanksi 

pidana dil atas dapatl disimpulkan, bahwal pada dasarnyal sanksi lpidana 

merupakan suatul pengenaan suatul derita kepadal seseorang yangl dinyatakan 

bersalahl melakukan suatul kejahatan (perbuatanl pidana) melaluil suatu 

rangkaianl proses peradilanl oleh kekuasaanl (hukum) yangl secara lkhusus 

diberikan untukl hal litu, yang denganl pengenaan sanksil pidana ltersebut 

diharapkan orangl tidak melakukanl tindak lpidana llagi.36 

Sanksil dalam hukuml pidana jauhl lebih kerasl dibanding denganl akibat 

sanksil hukum yangl lainnya, akanl tetapi adal juga paral ahli yangl berpendapat 

lsebaliknya, bahwa hukuml pidana tidakl mengadakan normal baru lmelainkan 

mempertegas sanksil belaka sebgail ancaman pidanal sehingga hukuml pidana 

adalahl hukum lsanksi lbelaka.37 

Sanksi pidana sebagai sarana dalam menanggulangi tindak pidana dan 

menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan sanksi pidana juga merupakan hal 

                                                 
35 Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar 

Lampung: Unila, 2009, hlm. 8. 
36 Mahrus Ali, Op Cit, hlm. 195. 
37 Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 15. 
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yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan 

pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, sanksi 

pidana hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap 

pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya sanksi pidana selalu 

terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan sanksi tersebut. Sanksil pidana 

merupakanl jenis sanksil yang palingl banyak digunakanl di dalaml menjatuhkan 

hukumanl terhadap seseorangl yang dinyatakanl bersalah melakukanl perbuatan 

lpidana. Sanksi tindakanl merupakan jenisl yang lebihl banyak tersebarl di lluar 

KUHP, walaupunl dalam KUHPl sendiri mengaturl juga lbentuk-bentuknya, 

yaitul berupa perawatanl di rumahl sakit danl dikembalikan padal orang ltuanya 

atau walinyal bagi orangl yang tidakl mampu bertamggungl jawab danl anak 

yangl masih dil bawah lumur. 

2. Macam-Macam Sanksi Pidana 

lMacam-macam sanksil dalam hukuml pidanal dapat terlihat pada lPasal 

10l KUHP. Pasal tersebut menentukan bahwa sanksi pidana atau yang sering 

disebut dengan pidana lterdiri ldari: 

a. Pidanal Pokok 

1) Pidana Matil 

Hukuml pidana tidakl pernah melarangl orang lmati, akan ltetapi 

akan melarangl orang yangl menimbulkan lkematian, karena 

lperbuatannya. Keberadaan pidanal mati (deathl penalty) dalaml hukum 

pidanal (KUHP), merupakanl sanksi yangl paling tertinggil apabila 

dibandingkanl dengan sanksil pidana llainnya. Dilihat daril rumusan-
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rumusanl perbuatan dil dalam lKUHP, memperlihatkan bahwal ancaman 

pidanal mati ditujukanl atau dimaksudkanl hanya terhadapl perbuatan-

perbuatanl yang sangatl serius ldan lberat.38 

Pidanal mati merupakanl pidana yangl paling kerasl dalaml 

system lpemidanaan. Sungguhpun ldemikian, pidana matil paling 

banyakl dimuat dalaml hukum pidanal di banyakl Negara denganl cara 

eksekusil dengan berbagail bentuk mulail dari lpancung, digantung, 

disetruml listrik, disuntikl hingga ditembakl mati.39 Berdasarkanl Pasal 

69l Undang-Undangl Nomor 35l Tahun 2009l tentang Narkotikal 

maupun berdasarkanl hak yangl tertinggi bagil manusia, pidanal mati 

adalahl pidana yangl terberat menurutl hukum positifl di lIndonesia.40 

Tujuan menjatuhkan danl menjalankanl hukuman matil juga 

diarahkanl kepada khalayakl ramai agarl mereka, denganl ancaman 

hukumanl mati akanl takut melakukanl perbuatan-perbuatanl kejam lyang 

akan mengakibatkanl mereka ldihukum lmati.41 Kelemahanl dan 

keberatanl pidana matil ini ialahl apabilah telahl dijalankan, makal tidak 

dapatl memberi harapanl lagi untukl perbaikan, baikl revisi ataul jenis 

pidananyal maupun perbaikanl atas diril terpidananya apabilal kemudian 

ternyatal  penjatuhan  pidanal  itu  terdapatl  kekeliruan,  lbaik  

lkekeliruan terhadapl orang ataul pembuatnya, maupunl kekeliruan 

                                                 
38 Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Op Cit, hlm. 294. 
39 Erdianto Effendi, Op Cit, hlm. 153. 
40 Qodariah Barkah, Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Palembang: 
Noerfikri Offset, 2016, hlm. 35. 

41 Wirjono Prodjowikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika 
Aditama, 2009, hlm.175. 
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terhadapl tindak pidanal yang mengakibatkanl pidana matil itu 

dijatuhkanl dijalankan ldan juga kekeliruanl atas lkesalahan lterpidana. 

Kejahatanl yang diancaml dengan pidanal matil dalam KUHP, 

hanyal kejahatan yangl dipandang sangatl berat,42 yaitul sebagai lberikut: 

a) Pasall 104 KUHPl (maker terhadapl presiden danl wakil lpresiden). 

b) Pasall 111 ayatl (2) KUHPl (membujuk Negaral asing luntuk 

bermusuhan ataul berperang, jikal permusuhan itul dilakukan latau 

lberperang). 

c) Pasall 124 ayatl (1) KUHPl (membantu musuhl waktu lperang). 

d) Pasall 124 bisl KUHPl (menyebakan ataul memudahkan latau 

menganjurkanl huru lhara). 

e) Pasall 140 ayatl (3) KUHPl (maker tergadap rajal atau presidenl atau 

kepalal Negara sahabatl yang direncanakanl atau lberakibat lmaut). 

f) Pasall 340 KUHPl (pembunuhan lberencana). 

g) Pasall 365 ayatl (4) KUHPl (pencurian denganl kekerasan lyang 

mengakibatkan lukal berat latau lmati). 

h) Pasall 444 KUHPl (pembajakan dil laut, dil pesisir danl di lsungai 

yang lmengakibatkan lkematian). 

i) Pasall 479 Kl ayatl (2) danl Pasal 479l O ayatl (2) KUHPl (kejahatan 

penerbanganl dan kejahatanl terhadap saranal atau lprasarana 

lpenerbangan). 

 

                                                 
42 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Yogyakarta: Budi Utama, 2012, hlm. 59. 
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2) Pidanal Penjaral (Gevangemisstraf/lImprosonment) 

Pidanal penjara merupakanl pidana pokokl yang lberwujud 

pengurungan ataul perampasam kemerdekaanl seseorang. lNamun 

demikian, tujuanl pidana penjaral itu tidakl hanya lmemberikan 

pembalasan terhadapl perbuatan yangl dilakukan denganl memberikan 

penderitaanl kepada terpidanal karena telahl dirampas ataul dihilangkan 

kemerdekaanl bergeraknya, disampingl itu jugal mempunyai tujuanl lain 

yaitul untuk membinal dan membimbingl terpidana agarl dapat lkembali 

menjadi anggotal masyarakat yangl baik danl berguna bagil masyarakat, 

bangsal dan lNegara.43 Dalaml pidana penjaral terdapat 3l sistem 

lpemenjaraan, lyaitu: 

a) Sisteml Pensylvania/Cellulairel System, dalaml system lPensylvania 

terpidana dimasukkanl dalam lsel-sel ltersendiri. Terpidana lsama 

sekali tidakl diizinkan menerimal tamul dan jugal tidak bolehl bekerja 

dil luar sell tersebut. lSatu-satunyal pekerjaan ialahl untuk lmembaca 

Buku Sucil yang diberikanl kepadanya. Systeml ini pertamal kali 

digunakanl di lPensylvania, karena itul disebut lSistem lPensylvania. 

b) Sisteml Auburn, dalaml system Auburnl yang disebutl juga lsystem 

Silent, karenal pada malaml hari terpidanal dimasukkan dalaml sel 

sendiril tetapi padal siang haril diwajibkan bekerjal sama ldengan 

narapidana lainl tetapi diarangl berbicaral antarsesama lnarapidana 

atau kepadal orang llain. 

                                                 
43 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 95. 
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c) lSistem lEnglish/Progresif, systeml progresif dilakukanl secara 

lbertahap. Pada tahapl pertama selamal tiga lbulan, terpidana 

menggunakanl cellular lsystem, setelah adal kemajuan, lterpidana 

diperbolehkan menerimal tamu, lberbincang-bincang ldengan 

sesama lnarapidana, bekerja samal dan lainl sebagainya. lTahap 

selanjutnya lebihl ringan llagi, bahkan padal tahap akhirl terpidana 

bolehl menjalani pidananyal di luarl tembok lpenjara.44 

lSelanjutnya, orang-orangl yang menjalanil pidana lpenjara 

digolongkanl dalam lkelas-kelas, lyaitu: 

a) Kelasl satu yaitul untuk merekal yang dijatuhil pidana lpenjara 

seumur hidupl dan merekal yang telahl dijatuhi pidanal penjara 

lsementara. 

b) Kelasl dua yaitul mereka yangl telah dijatuhil pidana penjaral selama 

lebihl dari tigal bulan yaknil apabila merekal dipandang tidakl perlu 

dimasukkanl dalam golonganl terpidana kelasl satu ataul mereka 

yangl dipidahkan kel golongan kelasl dua daril golongan kelasl 1 ldan 

3, merekal yang dipindahkanl ke kelasl 2 daril golongan lkelas l3. 

c) Kelasl 3 adalahl mereka yangl semula termasukl ke dalaml golongan 

kelasl 2, yangl karena selamal enam bulanl berturut-turutl telah 

menunjukkanl kelakuan yangl baik, hinggal perlu dipindahkanl ke 

golonganl kelas ltiga. 

                                                 
44 Erdianto Effendi, Op Cit, hlm. 147. 
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d) Kelasl empat adalahl mereka yangl telah dijatuhil pidana lpenjara 

kurang daril tiga lbulan. 

3) Pidanal Kurunganl (Hechtenis) 

Pidana kurungan adalahl bentuk-bentukl dari lhukuman 

perampasan kemerdekaanl bagi sil terhukum yaitul pemisahan lsi 

terhukum daril pergaulan hidupl masyarakat ramail dalam lwaktu 

tertentu dimanal sfatnya samal dengan hukumanl penjara lyaitu 

perampasan kemerdekaanl orang.45 Terhadapl pidana kurunganl ini lyang 

dianggap olehl pembentuk lundang-undang lebihl ringan daril pidana 

penjaral dan inil seklaigus merupakanl perbedaan antaral kedua lpidana 

litu, lialah: 

a) Menurutl Pasal 12l ayatl (2) KUHPl lamanya hukumanl penjara 

adalahl sekurang-kurangnyal (minimum) satul hari danl selama-

lamanya limal belasa ltahun lberturut-turut. Maksimuml 15 ltahun 

dilampaui dalaml hal gabunganl tindak lpidana, recidive, ataul dalam 

hall berlakunya Pasall 52 KUHPl (ayatl (3) daril Pasal l12). 

b) Menurutl Pasal 19l ayatl (2) lKUHP, kepada seseorangl hukuman 

kuranganl diberi pekerjaanl lebih ringanl dari lpidana lpenjara. 

c) Menurutl Pasal 21l KUHP, hukumanl kurungan harusl dijalani ldalam 

daerah Provinsil tempat sil tehukum lberdiam.  

                                                 
45 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23. 
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d) Menurutl Pasal 23l KUHP, orangl yang dihukuml dengan lkurungan 

boleh memperbaikil nasibnya denganl biaya sendiril menurut 

peraturanl yang ditetapkanl dalam lundang-undang. 

lPeraturan-peraturan yangl sama bagil hukuman kurunganl dan 

lpenjara ladalah: 

a) Menurutl Pasal l20, dalam putusanl hakim yangl menjatuhkan 

hukumanl penjara ataul kurungan selamal tidak lebihl dari lsebulan. 

b) Tidakl boleh disuruhl bekerjal di luar tembokl lembaga 

permasyarakatanl bagi orangl dihukum penjaral seumur lhidup, 

orang-orangl perempuan, danl orang-orangl yang mendapatl 

sertifikatl dari ldokter 

c) Menurutl Pasal 26l KUHP, apabilal menurut hakiml ada lalasan 

mendasar atasl keadaan lpermasyarakatan, maka dapatl ditentukan 

bahwal kepada hukumanl penjara ataul kurungan tidakl diberi 

pekerjaaanl diluar tembokl lembaga lpermasyarakatan. 

Walaupunl pidana penjaral ataupun kurunganl masih lmenjadi 

polemik karenal banyak kalanganl yang masihl mempersoalkan lmanfaat 

dari padal jenis pidanal ini. Namunl penerapannya tetapl dianggap lyang 

terbaik untukl saat inil karena terbuktil banyak mantanl napi lyang 

kemudian takutl untuk tidakl mengulanginya lagil begitupula lunsur 

preventifnya jugal diutamakan bagil masyarakat lluas.46 

 

                                                 
46 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Nusa Media, 2010, 

hlm. 124. 
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4) Pidanal Dendal 

Pidanal denda adalahl jenis pidanal yang dikenall secara luasl di 

ldunia,  dan  bahkanl  di lIndonesia.  Pidana  inil  diketahui  lsejak   

zamanl Majapahit dikenall sebagai pidanal ganti lkerugian. Menurut 

Andil Hamzah, pidanal dendamerupakanl bentuk pidanal tertua, lebihl tua 

daripadal pidana lpenjara, mungkin setual pidana lmati.47 Menurut lPasal 

30 ayatl (2) KUHPl apabila dendal tidak dibayarl harus digantil dengan 

pidanal kurungan, yangl menurut ayatl (3) lamanyal adalah minimall satu 

haril dan maksimall enam lbulan, menurut Pasall 30 ayatl (4) lKUHP, 

pengganti dendal itu diperhitungkanl sebagai lberikut: 

1) Putusanl denda setengahl rupiah ataul kurang lamanyal ditetapkan 

lsatu lhari. 

2) Putusanl denda yangl lebih daril setengah rupiahl ditetapkan 

kurunganl bagi ltiap-tiap setengahl rupiah danl kelebihannya ltidak 

lebih daril satu lhari llamanya.48 

Hukuml selama inil dalam prakteknya, pidanal denda ljarang 

sekali ldijatuhkan. Hakim selalul menjatuhkan pidanal kurungan latau 

penjara jikal pidana dendal itu diancamkanl sebagai alternatifl saja 

ldalam rumusan tindakl pidana yangl bersangkutan, kecualil apabila 

tindakl pidana itul memang hanyal diancamkan denganl pidana ldenda 

                                                 
47 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, 

hlm. 189. 
48 Zuleha, Op Cit, hlm. 98. 
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saja, yangl tidak memungkinkanl hakim menjatuhkanl pidana lainl selain 

ldenda.49 

5) Pidanal Tutupanl 

Dasarl hukum diformulasikannyal pidana tutupanl ini ldalam 

KUHPl terdapat dil dalam lUndang-Undangl No. 20 Tahun 1946l tentang 

Hukuman Tutupan, berital Republik Indonesial Tahun IIl No. l24. Dalam 

ketentuanl Pasal 2l ayatl (1) dinyatakanl bahwa: “Dalaml mengadili 

orangl yang melakukanl kejahatan yangl diancam pidanal penjara, 

karenal terdorong olehl maksud yangl patut ldihormati, Hakim lboleh 

menjatuhkanl pidana ltutupan.  

Pidanal ini tidakl boleh dijatuhkanl bila perbuatanl itu latau 

akibatnya sedemikianl rupa, sehinggal Hakim menimbangl pidana 

penjaral lebih padal tempatnya.Tempatl dan caral menjalankan pidanal 

ini diaturl tersendiri dalaml Peraturan Pemerintahl No. 8l Tahun 1948 

tentang Rumah Tutupan. Dalaml peraturan inil narapidana ldiperlukan 

jauh lebihl baik daril pada pidanal penjara, antaral lain: uangl pokok, 

pakaianl sendiri, ldan lsebagainya.50 

b. Pidanal Tambahanl 

Pidanal tambahan biasanyal tidak dapatl dijatuhkan secaral tersendiri, 

melainkanl harus selalul dijatuhkan lbersama-sama denganl sesuatu ltindak 

                                                 
49 Teguh Prasetyo, Op Cit, hlm. 130. 
50 Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Op Cit, hlm. 302. 
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pidana lpokok. Jenis-jenisl pidana tambahanl yang dikenall di dalaml Pasal 

10l KUHP51, ladalah: 

1) Pencabutanl hak-hakl tertentul 

Menurutl Vos,52 pencabutanl hak-hakl tertentu ialahl suatu 

lpidana di bidangl kehormatan, berbedal dengan pidanal hilang 

lkemerdekaan, pencabutan lhak-hak tertentul dalam ldua lhal: 

a) Tidakl bersifat lotomatis, tetapi harusl ditetapkan denganl keputusan 

lhakim. Tidak berlakunyal selama lhidup, tetapi menurutl jangka 

waktul menurut lundang-undang denganl putusan lhakim. Hak-hakl 

yang dapatl dicabut disebutl dalam Pasall 35l KUHP, lyaitu: 

(1) Hakl memegang jabatanl pada umumnyal atau ljabatan ltertentu; 

(2) Hakl memasuki langkatan lbersenjata; 

(3) Hakl memilih danl dipilih dalaml pemilihan yangl diadakan 

lberdasarkan laturan-aturan lumum; 

(4) Hakl menjadi penasihatl atau pengurusl menurut lhukum, hak 

menjadil wali lpengawas, pengampu, ataul pengampu lpengawas, 

atas orangl yang lbukan lanak-lanak; 

(5) Hakl menjalankan kekuasaanl bapak menjalankanl perwakilan 

ataul pengampu atasl anak lsendiri; 

(6) Hakl menjalankan matal pencaharian ltertentu. 

b) Jangkal waktu pencabutanl hak olehl hakim, adapunl tentang ljangka 

waktu lamanyal bila hakiml menjatuhkan pidanal pencabutan lhak-

                                                 
51 Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia 

(Hukum Penitensier), Yoyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 125. 
52 Andi Hamzah, Op Cit, hlm. 211-212. 
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hak tertentul dimuat dalaml Pasal 38l KUHP. Tindakl pidana lyang 

diancam denganl pidana pencabutanl hakhak tertentul antara llain 

tindakl pidana yangl dimuat ldalam lPasal-pasal: l317, 318, l334, 347, 

l348, 350, l362, 363, l365, 374, l375. 

2) Pidanal perampasan lbarang-barang ltertentu 

Pidanal perampasan merupakanl pidana lkekayaan, seperti ljuga 

halnya denganl pidana ldenda. Perampasan barangl sebagai suatul pidana 

hanyal diperkenakan atasl barang-barangl tertentu lsaja, tidak 

diperkenakanl untuk semual barang. lUndang-undang tidakl mengenal 

perampasanl untuk semual kekayaan. Adal dua jenisl barang yangl dapat 

dirampasl melalui putusanl hakim pidanal diatur dalaml Pasal 39l KUHP, 

lyakni: 

a) lBarang-barang kepunyaanl terpidana yangl diperoleh daril kejahatan 
ataul yang sengajal dipergunakan untukl melakukan lkejahatan, dapat 
ldirampas; 

b) Dalaml hal pemidanaanl karena kejahatanl yang tidakl dilakukan 
denganl sengaja ataul karena lpelanggaran; 

c) Perampasanl dapat dilakukanl terhadap orangl yang bersalahl yang 
diserahkanl kepada lpemerintah. 
 

3) Pengumumanl putusan lhakim 

Pidanal pengumuman putusanl hakim inil hanya ldapat 

dijatuhkan dalaml hal-hall yang telahl ditentukan ldalam lundang-undang. 

Pidanal pengumuman putusanl hakim inil merupakan suatul publikasi 

ekstral dari suatul putusan pemidanaanl seseorang daril suatu lpengadilan 

lpidana, dan bertujuanl untuk memberitahukanl kepada lseluruh 

masyarakat agarl masyarakat dapatl lebih lberhati-hati terhadapl si 
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lterhukum. Biasanya ditentukanl oleh hakiml dalam suratl kabar lyang 

lmana, atau beberapal kali, yangl semuanya atasl biaya lsi lterhukum.53 

Danl tata caranyal diatur dalaml Pasal 43l KUHP, yakni: 

a) lBarang-barang berasall atau diperolehl dari suatul kejahatan (bukanl 
dari lpelanggaran), misalnyal uang palsul dalam lkejahatan 
pemalsuan luang. 

b) lBarang-barang yangl digunakan dalaml melakukan kejahatanl yang 
disebutl instruementa ldelictie, misalnya pisaul yang ldigunakan 
dalam kejahatanl pembunuhan ldan lpenganiayaan. 

Denganl demikian dapatl disimpulkan, bahwal sanksi ldalam 

hukum pidanal terdiri daril pidana pokokl dan pidanal tambahan. lDalam 

terminology hukuml pidana. Pidanal pokok disebutl dengan “hafdl 

straf”, yaitul pidana yangl dapat dijatuhkanl tersendiri olehl hakim, 

lmisalnya: pidana lmati, pidana lpenjara, kurungan, danl denda. 

Sedangkanl pidana tambahanl berarti pidanal yang hanyal dapat 

dijatuhkanl disamping pidanal pokok, lmisalnya: pencabutan lhak-hak 

ltertentu, perampasan lbarang-barang ltertentu, dan lpengumuman 

putusan lhakim. Pidana tambahanl berupa perampasanl atau lpemusnaha 

dapat terdiril dari misalnyal uang lpalsu, narkotika, senjatal api latau 

bahan lpeledak.54  

Kemudianl berkaitan denganl sanksi ltindakan, walaupun lbanyak 

tersebar dalaml undang-undangl di luarl KUHP jugal telah ldicantumkan 

lbentuk-bentuknya. Sanksil tindakan itul dalam KUHPl dapat ldilihat 

dalam beberapal pasal, lyaitu: 

                                                 
53 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Gramedika, 2009, hlm. 45. 
54 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 121. 
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a) Penempatanl dirumah sakitl jiwa bagil orang yangl tidak dapatl di 

pertanggungjawabkanl karena jiwanyal cacat dalaml tubuhnya latau 

terganggu penyakitl (Pasal 44l ayatl (2) lKUHP). 

b) Dalaml hal penuntutanl pidana terhadapl orang yangl belum ldewasa 

karena melakukanl suatu perbuatanl sebelum 16l (umur enaml belas) 

tahunl hakim dapatl menentukan: memerintahkanl supaya lyang 

bersalah dikembalikanl kepada orangl tuanya, walinyal atau 

lpemeliharanya, tanpa lpidana lapapun. (Pasall 45 ayatl (1) lKUHP). 

C. Tinjauan tentang Pencabulan 

1. Pengertian Pencabulan  

Pencabulan adalah salah satu kejahatan seksual atau perbuatan tercela 

yang sering terjadi di masyarakat. Menurut Soesilo, pencabulan yaitu segala 

perbuatan yang melanggar kesopanan (kesusilaan) atau perbuatan yang keji 

yang dilakukan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-

ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain 

sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.55 

Perbuatanl cabul adalahl segala macaml wujud lperbuatan, baik lyang 

dilakukan padal diri sendiril maupun dilakukanl pada orangl lain mengenail dan 

yangl berhubungan denganl alat kelaminl atau bagianl tubuh lainnyal yang ldapat 

merangsang nafsul seksual. lMisalnya, mengelus-elusl atau lmenggosok-gosok 

penisl atau lvagina, memegang buahl dada menciuml mulut seorangl perempuan 

                                                 
55 R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap 

Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1996, hlm. 212. 
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ldan lsebagainya.56 Soetandyo Wingjosoebroto mendefinisikan pencabulan 

sebagai suatul usaha melampiaskanl nafsu seksuall oleh seorangl laki-lakil 

terhadap seorangl perempuan denganl cara menurutl moral danl atau lhukum 

yangl berlaku lmelanggar.57 

Pencabulanl atau perbuatanl cabul diaturl dalam Bukul Ketiga lKUHP 

lPasal  l289-296.  Namun  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  Pasal  290 

yakni perbuatanl cabul yangl dilakukan terhadapl anak, sepertil yang ltelah 

dijelaskan lsebelumnya, bahwa anak merupakanl makhluk yangl lemah ldan 

sangat lugul dan perlul untuk dilindungil kepentingan ldan lhak-haknya. 

Perbuatanl cabul selalul terkait denganl perbuatan yangl berhubungan ldengan 

tubuh ataul bagian ltubuh, terutama lbagian-bagian tubuhl yang ldapat 

merangsang nafsul seksual, sepertil alat lkelamin, buah ldada, mulut ldan 

sebagainyal yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum.58 

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pencabulan 

adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan 

seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pencabulan 

lmerupakan suatu tindakanl atau perbuatanl seorang llaki-laki lyang 

melampiaskan nafsul seksualnya terhadapl seorang lperempuan, dimana 

perbuatanl tersebut tidakl bermoral danl dilarang menurutl hukum yangl berlaku. 

Menurutl Topo Santosol yang menjadi target dari pencabulan yaitu 

perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin dalam 

                                                 
56 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 

hlm. 80. 
57 Soetandyo Wingjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah 

Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum, Malang: Bayu Publishia, 2008, hlm. 88. 
58 Adami Chazawi, Op Cit, hlm. 82. 
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vagina), tetapi juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus (dubur) dan 

memasukkan sesuatu benda. Caranyal tidak hanyal dengan kekerasanl atau 

ancamanl tetapi denganl cara apapunl diluar lkehendak. Objeknyal tidak lhanya 

wanita dewasal sadar, tetapil juga wanital tidak lberdaya/pingsan danl di lbawah 

umur, jugal tidak hanyal terhadap wanital yang tidakl setuju, tetapil juga 

terhadapl wanita yangl memberikanl persetujuan karenal dibawah lancaman.59 

2. Unsur-Unsur Pencabulan  

Pencabulanl merpakan suatul tindakan kejahatanl yang padal umumnya 

diaturl dalam Pasall 289 lKUHP, yangl isinya adalahl sebagai lberikut  

“Barangsiapal dengan kekerasanl atau ancamanl kekerasan memaksal seseorang 
untukl melakukan ataul membiarkan dilakukanl suatu perbuatanl cabul, ldiancam 
karena melakukanl perbuatan yangl menyerang kehormatanl kesusilaan, 
diancaml dengan pidanal paling lamal sembilan ltahun.” 

Jikal diperhatikan daril isi pasall tersebut, terdapatl unsur-unsurl yang 

antara lain: 

a. “Barang siapa” merupakanl satu istilahl orang lyang lmelakukan. 

b. “Denganl kekerasan ataul ancaman lkekerasan” yang artinyal melakukan 

kekuatanl badan, disamakanl dengan menggunakanl kekerasan lyaitu 

membuat orangl jadi pingsanl atau ltidak lberdaya. 

c. Memaksal seseorang untukl melakukan ataul membiarkan dilakukanl suatu 

perbuatanl cabul, diancaml karena melakukanl perbuatan yangl menyerang 

lkehormatan lkesusilaan. 

Pencabulanl dalam bentukl kekerasan danl ancaman kekerasanl untuk 

bersetubuhl dengan anakl di bawahl umur diaturl juga dalaml Undang-Undangl 
                                                 

59 Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997, hlm. 67. 
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lNo. 35 Tahunl 2014 tentangl Perubahan Atas lUndang-Undang lNo. 23 lTahun 

2002 tentangl Perlindungan Anakl pada Pasall 82l ayat (1) yangl menyebutkanl 

bahwa:  

“Setiapl orang yangl melakukan kekerasanl atau ancamanl kekerasan, lmemaksa, 
melakukan tipul muslihat, serangkaianl kebohongan, ataul membujuk lanak 
untuk melakukanl atau membiarkanl dilakukan perbuatanl cabul, ldipidana 
dengan pidanal penjara palingl singkat 5 (lima) tahunl danl denda palingl lama 
15l (lima lbelas) tahun danl denda palingl banyakl Rp 5.000.000.000,00 (limal 
miliyar lrupiah).”  

Jikal diperhatikan padal pasal tersebutl di latas, maka lunsur-unsur 

pencabulanl ialah lsebagai lberikut: 

a. “Setiapl orang”, yangl berarti subyekl atau lpelaku. 

b. “Denganl sengaja”, yangl berarti mengandungl unsur lkesengajaan. 

c. “Melakukanl kekerasan ataul ancaman lkekerasan”, yangl berarti ldalam 

prosesnya diperlakukanl dengan menggunakanl kekerasan ataul ancaman 

lkekerasan. Memaksa anakl melakukan persetubuhanl dengannya latau 

dengan orangl lain, yangl berarti adal suatu pemaksaanl dari pelakul atau 

orangl lain untukl bersetubuh denganl seorang anakl (korbanl). 

d. “Berlakul pula bagil setiap orangl yang denganl sengaja melakukanl tipu 

lmuslihat, serangkaian lkebohongan, atau membujukl anak lmelakukan 

persetubuhanl dengannya ataul dengan orangl lain”, yangl berarti lbahwa 

perbuatan tersebutl dapat dilakukanl dengan caral menipu, lmerayu, 

membujuk danl lain sebagainyal untuk lmenyetubuhi lkorbannya.  

Mencermati isi dan unsur-unsur kedual pasal dil atas dapatl diperoleh 

kesimpulanl bahwa tindakl pidana pencabulanl merupakan suatul perbuatan 

yangl sengaja, dilakukanl dengan menggunakanl kekerasan ataul ancaman 
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lkekerasan, memaksa, melakukanl tipu lmuslihat, serangkaian kebohonganl atau 

membujukl anak untukl melakukan ataul membiarkan dilakukanl suatu 

lperbuatan lcabul. 

3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Pencabulan 

Bentuk-bentuk kejahatan pencabulan disebutkan dalam KUHP sebagai 

berikut: 

a. Kejahatanl mengenai perbuatanl menyerang kehormatanl kesusilaan. Hall ini 

dirumuskanl Pasal 289 KUHPl yang lselengkapnya lberbunyi 

“Barangl siapa denganl kekerasan ataul ancaman kekerasanl memaksal 
seseorang untukl melakukan perbuatanl atau membiarkanl dilakukan 
perbuatanl cabul, diancaml karna melakukanl perbuatan yangl menyerang 
kehormatanl asusila, denganl pidana penjaral paling lamal sembilan ltahun” 

b. Perbuatanl cabul terhadapl orang lpingsan, orang beluml berumur limal belas 

tahunl dan llain-lain. Hall ini dirumuskanl dalam KUHPl Pasal 290l dengan 

diancaml dengan pidanal penjara palingl lama ltujuh ltahun: 

1) Barangl siapa melakukanl perbuatan cabull denganl seseorang, lpadahal 
diketahuinya bahwal orang itul pingsan ataul tidak lberdaya. 

2) Barangl siapa melakukanl perbuatan cabull denganl seseorang lpadahal 
diketahuinyal atau sepatutnyal harus ldiduganya, bahwa umurnyal belum 
limal belas tahunl atau umurnyal tidak ljelas, yang bersangkutanl belum 
waktunyal untukl kawin. 

3) Barangl siapa membujukl seseorang yangl diketahuinyal dan lsepatutnya 
harus didugal bahwa umurnyal belum limal belas tahunl atau lkalau 
umurnya tidakl jelas yangl bersangkutan beluml waktunya luntuk 
dikawin, untukl melakukan ataul membiarkan dilakukanl perbuatan 
lcabul, atau bersetubuhl di luar perkawinanl dengan lorang llain. 

c. Perbuatanl cabul sesamal kelaminl (homo seksual). Hall ini ldirumuskan 

dalam KUHPl Pasal 292l yangl rumusanya lsebagai lberikut:  
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“Orangl dewasa yangl melakukan perbuatanl cabul denganl orang llain 
sesama lkelamin, yang diketahuinyal atau sepatutnyal harus ldiduganya 
belum dewasal diancam denganl pidana penjaral paling lamal lima ltahun” 

d. Menggerakan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan 

cabul. Kejahatan ini dirumuskan dalam KUHP Pasal 293, sebagai berikut: 

1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, 
menyalagunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan. Atau 
dengan penyesatan sengaja menggerakan seorang belum dewasa dan 
baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaanya, 
diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun.  

2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang terhadap dirinya 
dilakukan kejahatan itu. 

3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah 
masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 

Selainl itu dapatl dijerat denganl Pasal 82l Peraturan lPemerintah 

Pengganti lUndang-Undangl No. 1l Tahun 2016l tentang perubahanl kedua 

atasl Undang-Undangl Nomor 23l tahunl 2003 tentangl Undang-Undang 

lPerlindungan lAnak. 

e. Perbuatanl cabul terhadapl anak, anakl tirinya danl lainl sebagaianya. Hall ini 

dirumuskanl dalam Pasall 294 yangl selengkapnya lsebagai lberikut: 

1) Barangl siapa melakukanl perbuatan cabull dengan lanaknya, anak 
ltirinya, anak langkatnya, anakl di bawah pengawasanya yangl belum 
dewasal yangl pemeliharanya. lPendidikan, ataul penjagaanya 
diserahakan kepadanyal atau denganl pembantunya ataul bawahanya 
yangl belum ldewasa, diancam pidanal penjara palingl lama ltujuh ltahun. 

2) Diancaml dengan pidanal yang lsama: 
a) Pejabatl yang melakukanl perbuatan cabull dengan orangl yang 

karenal jabatanya adalahl bawahanya, ataul dengan orangl yangl 
penjagaanya dipercayakanl atau ldiserahkan lkepadanya. 

b) lPengurus, dokter, lguru, pegawai, pengawasl atau pesuruhl dalam 
lpenjara, tempatl pekerja lnegara, tempat lpendidikan, rumah lsakit, 
rumahl piantu, rumahl sakit ljiwa, atau lembagal sosial, lyang 
melakukan perbuatanl cabul denganl orang yangl dimasukan lke 
ldalamnya. 
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f. Kejahatanl memudahkan perbuatanl cabul olehl anaknya, anakl tirinya, lanak 

angkatnya, danl lainya yangl belum ldewasa. Hal inil dirumuskan ldalam 

Pasal 295l sebagai lberikut: 

a) Diancaml 
1) Denganl pidana penjaral paling lamal lima tahunl barang siapal yang 

dalaml hal lanaknya, anak ltirinya, anak langkatnya, atau lanak 
dibawah pengawasannyal yang beluml dewasa, ataul orang lyang 
belum ldewasa, yangl pendidik ataul penjaganya ldiserahkan 
lkepadanya, atau olehl pembantunya ataul bawahannya yangl belum 
cukupl umur, denganl sengaja menyebabkanl dan lmempermudah 
perbuatanl cabull denganya.  

2) Denganl pidana penjaral paling lamal empat tahunl barang lsiapa 
dalam hall dilakukannya perbuatanl cabul olehl orang selainl yang 
disebutkanl dalam butirl 1 tersebutl di atasl yang diketahuinyal atau 
sepatutnyal harus diduganyal belum dewasal dengan orangl lain, 
denganl sengaja menyebabkanl atau memudahkanl dilakukan 
perbuatanl cabul ltersebut. 

b) Jikal yang bersalahl melakukan kejahatanl itu sebagail pencaharian latau 
kebiasaan, makal pidana dapatl ditambah lsepertiga. 

g. Kejahatanl menyebabkan danl memudahkan perbuatanl cabul. Hall ini 

dirumuskanl dalam Pasall 296 yangl selengkapnya ladalah:  

“Barangl siapa denganl sengaja menyebabkanl atau memudahkanl perbuatan 
cabull oleh orangl lain denganl orang llain, danl menjadikanya lsebagai 
pencaharian ataul kebiasaan, diancaml dengan pidanal penjara palingl lama 
satul tahun empatl bulan ataul pidana dendal paling banyakl lima belasl ribu 
lrupiah” 

D. Tinjauan tentang Anak  

1. Pengertian Anak  

Anakl memilikil karakteristik yangl khususl (spesifik) ldibandingkan 

dengan orangl dewasa danl merupakan salahl satu kelompokl rentan lyang 

haknya masihl terabaikan, olehl karena itulahl hak-hakl anak sangatl penting 

sekalil diprioritaskan. Anakl dalam kaitannyal dengan perilakul delinkuensi 
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lanak, biasanya dilakukanl dengan mendasarkanl pada tingkatanl usia, dalaml 

arti tingkatl usia inil berapakah seseorangl dapat dikatagorikanl sebagai lanak.60 

Pengertian anakl dapatl dilihat dil dalam beberapal peraturan lperundang-

undangan dil Indonesia, yangl memberikan pengertianl tentang anakl sebagai 

lberikut: 

a. Menurutl Undang-Undangl dasarl Replublik Indonesial Tahun l1945, kata-

katal anak terdapatl di dalaml Pasal 34l yang berbunyil fakir miskinl dan 

anak-anakl yang terlantarl dipelihara olehl Negara hall ini lmengandung 

makna bahwal anak adalahl subjek hukuml dari hukuml nasional yangl harus 

ldilindungi, dipelihara danl dibina untukl mencampai kesejateraan lanak. 

b. Menurutl Kitab lUndang-Undang Hukuml Perdata Pasall 330 lmenyatakan 

bahwa anakl adalah beluml dewasa ialahl mereka yangl belum lmencapai 

umur genapl dua puluhl satu tahunl dan tidakl terlebih dahulul kawin, lapabila 

perkawinan itul dibubarkan sebeluml genap dual puluh satul tahun, lmaka 

mereka tidakl kembali lagil dalam kedudukanl belum ldewasa. Mereka lyang 

belum dewasal dan tidakl beradal dibawah kekuasaanl orang ltua, beradal dil 

bawahl perkawinan. 

c. Menurut Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal Pasal 45 menyatakan 

bahwal anak adalah menentukanl bahwa yangl dikatakan beluml dewasa 

yaitul belum mencapail enak lbelas ltahun. 

d. lMenurut lUndang-Undang lNo. 16 Tahunl 2019 tentangl Perubahan latas 

lUndang-Undang lNo. 1 Tahunl 1974 tentangl Perkawinan Pasall 7 ayat l1 

                                                 
60 Paulus Hadisuprapto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, 

Malang: Penerbit Selaras, 2010, hlm. 11. 
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menyatakanl bahwa anakl adalah merekal yang beluml dewasa danl sudah 

dewasal yaitu 16l (enam lbelas) tahun untukl perempuan danl 19 (sembilanl 

belas) tahunl untuk llaki-laki. 

e. lKonvensi lHak-hak Anakl (Conventionl On Thel Rights ofl Child) lyang 

disetujui olehl Majelis Umuml PBB tanggall 20 Novemberl 1984 ldan 

disahkan olehl keputusan Presidenl No. 36l Tahun 1990l menyatakan lanak 

adalah setiap manusial yangl berusia di bawah l18 ltahun, lkecuali 

berdasarkan yangl berlaku bagil anak tersebutl ditentukan bahwal usia 

dewasal dicapai llebih lawal. 

f. Menurut Undang-Undang No. 4 tahunl 1997 tentangl Pengadilan lAnak 

Pasal 1l angkal (2) menyatakanl anak adalahl orang yangl dalam lperkara 

anak nakall telah mencapail umur 8l (delapan) tahunl tetapi beluml mencapai 

umurl 18 (delapanl belas) tahunl dan beluml pernah lkawin. 

g. Menurut lUndang-Undangl No. 39l Tahun 1999l tentangl HAM Pasall 1 

angkal (5) menyatakan anakl adalah setiapl manusia yangl berusia dil bawah 

18l (delapan lbelas) tahun danl belum lmenikah, termasuk anakl yang lmasih 

dalam kandunganl apabila hall tersebut adalahl demil kepentinganya. 

h. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 

1 angka (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

i. Menurut Undang-Undang No. 4 hurup (a) Tahun 2003 tentang 

Kesejateraan Anak Pasall 1l angka (26) menyatakan anakl adalahl seseorang 
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yangl berumur dibawahl 18l tahun (delapanl belas ltahun) tahun dan belum 

pernah kawin. 

j. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Anak Pasal 1 angka (5), menyatakan anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. 

k. Menurut lUndang-Undangl No. 44l Tahun 2008l tentang Pornografi Pasall 1l 

angka (4) menyatakan anakl adalah seseorangl yang beluml berusia l18 

(delapanl belas) ltahun. 

l. Menurutl Undang-Undangl No 11l Tahun 2012l tentang Sisteml Peradilan 

Pidanal Anak dil dalam Pasall 1 angkal (4) menyatakan anak yangl menjadi 

korban tindakl pidana yangl selanjutnya disebutl anak korbanl adalah lanak 

yang beluml berumur 18l (delapan lbelas) tahun yangl mengalami 

penderitaanl fisik, lmental, dan/ataul kerugian ekonomil yang ldisebabkan 

olehl tindak lpidana. 

Ditinjaul dari aspekl yuridis, pengertianl “anak” dimatal hukum positifl di 

Indonesial lazim diartikanl sebagai orangl yang lbelum ldewasa, orang yang 

dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai 

anak yang dibawah pengawasan wali.61 Pengertian anak pada umumnya 

adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan 

belum pernah kawin. Pada beberapa peratuaran perundang-undangan di 

                                                 
61 Sholeh Soeaidy & Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Novindo 

Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5. 
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Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan.62 

Anak sebagai amanahl sekaligus karunial Tuhan Yangl Maha lEsa 

senantiasa harusl dijaga karenal dalam dirinyal melekat lharkat, martabat ldan 

hak-hakl sebagai manusial yang harusl dijunjung ltinggi.63 Anakl harapan lmasa 

depan bangsal yang merupakanl salah satul sumber dayal manusia yangl harusl 

dijaga dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, maka anak 

diupayakanl untuk memperolehl tingkat kesejahteraanl yang optimall baik 

lmental/rohani, jasmanil maupun lkehidupan lsoisalnya. 

2. Perlindungan Anak 

Perlindunganl anakl merupakan segalal kegiatan untukl menjamin ldan 

melindungi anakl dan lhak-haknya agarl dapat lhidup, tumbuh, lberkembang, dan 

berpartisipasil secara optimall sesuai denganl harkat danl martabat lkemanusiaan, 

serta mendapatl perlindungan daril kekerasan danl diskriminasi lsebagaimana 

yang diaturl dalam Pasall 1 angkal (2) Undang-Undang lNo. 35 Tahunl 2014l 

tentangl tentang Perubahanl atas lUndang-Undang Nol 23 Tahunl 2002 ltentang 

Perlindungan lAnak. 

Sedangkanl menurut Pasall 1 ayatl (4) lUndang-Undang lNomor 23 

Tahunl 2004 tentangl Penghapusan Kekerasanl Dalam Rumahl Tangga, 

perlindunganl adalah segalal upaya yangl ditujukan untukl memberikan lrasa 

aman kepadal korban yangl dilakukan olehl pihak lkeluarga, advokat, llembaga 

                                                 
62 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 

2016, hlm. 42-43. 
63 Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Op Cit, hlm. 5. 
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sosial, lkepolisian, kejaksaan, lpengadilan, atau pihakl lainnya baikl sementara 

maupunl berdasarkan lpenetapan lpengadilan. 

Penyelanggaraan perlindunganl anak di negara Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. 

Asas-asas perlindungan anak sebagai berikut: 

a. Non diskriminasi, artinya setiap anak mempunyai hak yang sama untuk 

mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam konvensi 

hak anak-anak tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, pendapat lainya, asal usul 

bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, serta keturunan atau status. 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya, semua tindakan menyangkut 

anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, legislatif, maupun yudikatif, 

kepentingan terbaik bagi anak harus pertimbangan utama. 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang dimaksud 

dengan asas ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang 

dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yang dimaksud dengan asas ini 

adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan 

menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika 

menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.64 

                                                 
64 Amin  Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak Klaten, Jakarta: Cempaka Putih, 

2018, hlm. 11-13. 
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Anakl merupakan salahl satu harapanl yang sangatl tinggi kepadal 

negara, makal dari itul anak perlul adanya perlindunganl baik orangtual maupun 

masyarakatl yang llain. Peran orangtual tidak cukupl untuk melindungil anak 

sehinggal peran masyarakatl juga dibutuhkanl untuk melindungil anak lsupaya 

tidak menjadil korban kejahatanl atas orangl dewasa. Anakl sangat lrentan 

terhadap kejahatanl baik daril orang terdekatl maupun orangl yang ljauh, tidak 

menutupl kemungkinan orangl yang dapatl dipercaya adalahl pelaku ldari 

kejahatan yangl menimpa lanak. Jadi perlul kesadaran yangl sangat tinggil baik 

daril keluarga, lmasyarakat, lkepolisian. 

Perlindungan hukum dari penjelasan di atas, bahwasanyal dapat lditarik 

kesimpulan bahwal perlindungan yangl tidak membedakanl antara lkaum 

perempuanl maupun llaki-laki, lanak-anak maupunl orang ldewasa, atau lmelihat 

keturunan, lsuku, ras, lbudaya. Tetapi perlindunganl hukum dil maksud 

perlindunganl bagi seluruhl rakyat lIndonesia. Dengan perlindunganl hukum 

tersebutl akan melahirkanl pengakuan danl perlindungan hakl asasi lmanusia 

dalam wujudnyal sebagai makhlukl individu danl makhluk sosiall dalam lwadah 

negara kesatuanl yang menjunjungl tinggi semangatl kekeluargaan ldemi 

mencapai kesejahteraanl bersama. Prinsipl perlindungan hukuml bagi lrakyat 

Indonesia bersumberl pada Pancasilal dan konsepl Negara lHukum, kedua 

sumberl tersebut mengutamakanl pengakuan danl penghormatan lterhadap 

harkat danl martabat lmanusia.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tinjauan Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur dalam 

Hukum Positif di Indonesia  

Pencabulan merupakan semua perbuatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan 

kesusilaan. Perbuatan pencabulan tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat 

kelamin dalam vagina), tetapi juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus 

(dubur) dan memasukkan sesuatu benda. Pencabulan dilakukan tidak hanya 

dengan cara kekerasan atau ancaman, tetapi dengan cara apapun diluar 

kehendak. Ojek pencabulan tidakl hanya wanital dewasa lsadar, tetapil juga 

wanital tidak lberdaya/pingsan danl di bawahl umur, jugal tidak hanyal terhadap 

wanital yang tidakl setuju, tetapil juga terhadapl wanita yangl memberikanl 

persetujuan karenal dibawah lancaman. 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ltindak 

pidanal pencabulan diaturl dalam KUHPl pada Babl XIV Bukul Kedua, lyaitu 

Pasal l289, Pasal l290, Pasal l292, Pasal l293, Pasal l294, Pasal l295, dan lPasal 

296 yangl semuanya merupakanl bentuk kejahatanl pencabulan. 

1. Pasal 289, kejahatan pencabulan mengenail perbuatan lmenyerang 

lkehormatan, lkesusilaan. 

2. Pasall 290, kejahatanl pencabulan padal orang pingsanl atau ltidak lberdaya, 

umurnyal belum 15l tahun ldan llain-lain. 

3. lPasal l292, kejahatan pencabulan pada sesamal kelaminl (homoseksual). 
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4. lPasal l293, kejahatan pencabulan dengan menggerakkanl orang belum 

dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul. 

5. Pasal 294, kejahatan pencabulan terhadap anaknya, anak tirinya, anak di 

bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain. 

6. Pasal 295, kejahatan pencabulan dengan memudahkan perbuatan cabul 

oleh anak, anak tiri, anak angkat yang belum dewasa, dan lain-lain. 

7. Pasal 296, kejahatan pencabulan dengan memudahkan perbuatan cabul 

oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan. 

Mencermati hukum pencabulan yang telah diatur dalam KUHP yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat terlihat bahwa ketentuan hukum 

pencabulanl terhadap anakl di bawahl umurl diatur dalaml KUHP, yaitu lPasal 

289, Pasal 290l ayatl (2) danl ayat (3), Pasall 292, Pasall 293, Pasall 294 ayatl (1) 

danl Pasal l295. Berikutl bunyi masing-masing pasal terkaitl dengan ltindak 

pidana pencabulanl terhadap anakl di lbawah lumur. 

lPasal l289, berbunyi: 

Barangl siapa denganl kekerasan ataul ancaman kekerasanl memaksal seorang 
untuk melakukanl atau membiarkanl dilakukan perbuatanl cabul, ldiancam 
karena melakukanl perbuatan yangl menyerang kehormatanl kesusilaan, ldengan 
pidana penjaral paling lamal sembilan ltahun.  

Pasall 290 ayatl (2) dan (3), lberbunyi: 

(2) barangl siapa melakukanl perbuatan cabull dengan seorangl padahal 
diketahuinyal atau sepatutnyal harus ldiduganya, bahwa umumyal belum 
limal belas tahunl atau kalaul umumya tidakl jelas, yangl bersangkutan 
beluml waktunya luntuk ldikawin: 

(3) barangl siapa membujukl seseorang yangl diketahuinya ataul sepatutnya 
harusl diduganya bahwal umurnya beluml lima belasl tahun ataul kalau 
umumyal tidak jelasl yang bersangkutanl atau kutan beluml waktunya luntuk 
dikawin, untukl melakukan ataul membiarkan dilakukanl perbuatan lcabul, 
atau bersetubuhl di luarl perkawinan denganl orang llain. 
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lPasal l292, berbunyi:  

Orangl dewasa yangl melakukan perbuatanl cabul denganl orang lainl sesama 
lkelamin, yang diketahuinyal atau sepatutnyal harus diduganyal belum ldewasa, 
diancam denganl pidana penjaral paling lamal lima ltahun. 

lPasal l293, berbunyi:  

(1) Barangl siapa denganl memberi ataul menjanjikan uangl atau lbarang, 

menyalahgunakanl pembawa yangl timbul daril hubungan lkeadaan, atau 

denganl penyesatan sengajal menggerakkan seorangl belum dewasal dan 

baikl tingkahlakunya untukl melakukan ataul membiarkan ldilakukan 

perbuatan cabull dengan ldia, padahal tentangl belum lkedewasaannya, 

diketahui ataul selayaknya harusl diduganya, diancaml dengan lpidana 

penjara palingl lama llima ltahun. 

(2) Penuntutanl hanya dilakukanl atas pengaduanl orang yangl terhadap ldirinya 

dilakukanl kejahatan litu. 

(3) Tenggangl waktu tersebutl dalam pasall 74 bagil pengaduan inil adalah 

lmasing-masing sembilanl bulan danl dua lbelas lbulan. 

Pasall 294l ayat (1), berbunyi: 

Barangl siapa melakukanl perbuatan cabull dengm lanaknya, tirinya, lanak 
angkatnya, anakl di bawahl pengawannya yangl belum ldewasa, atau ldengan 
orang yangl belum dewasal yang lpemeliharaanya, pendidikan latau 
penjagaannyal diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 

 dan Pasal 295. 

(1) Diancam:  
1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan 

sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan 
cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah 
pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum 
dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya 
diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang 
belum cukup umur, dengan orang lain; 

2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan 
sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali 
yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang 
diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya 
demikian, dengan orang lain. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau 
kebiasaan, maka pidana dapat ditam sepertiga. 
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Mencemati isi pasal-pasal di atas terkaitl dengan hukuml pencabulan 

terhadapl anak dil bawah lumur, sanksil hukum terhadapl pelaku tindakl pidanal 

pencabulan terhadapl anakl di bawah umur sebagail korban kurangl tegas ldiatur 

dalam lKUHP. Sebagai contoh dalaml Pasall 289 KUHPl yang lmengatur 

perbuatan cabul dengan menyerang kehormatan kesusilaan hanyal dihukum 

denganl hukuman maksimall 9l (sembilan) tahunl penjara. Hall ini ldiperparah 

lagi denganl kasus inil sebagai delikl aduan. Sehinggal apabila korbanl tidak 

melaporl maka kasusl ini tidakl bisa ldiproses. Kemudian Pasall 292 lKUHP yang 

mengaturl mengenai perbuatanl cabul yangl dilakukan orangl dewasa lterhadap 

anak denganl jenis kelaminl sama, hanyal dihukum denganl pidana lpenjara 

paling lamal lima ltahun.  

Dampakl dari ringannyal hukumanl ketentuan KUHPl ini adalahl pelakul 

tindak pidana pencabulan tidakl jera atasl perbuatan yangl sudah ldilakukannya, 

dan pelakul mempunyai kecenderunganl untuk lmengulangi lperbuatannya. 

Adanya lUndang-Undangl No. 35l Tahun 2014l tentang Perubahanl Undang-

Undangl No. 23l Tahun 2002l tentang Perlindunganl Anak tentul memberikan 

anginl segar bagil masyarakat lIndonesia. Karena, dalaml undang-undangl ini 

memeberikanl sanksi-sanksil yang lebihl berat bagil pelaku lkejahatan 

pencabulan terhadapl anak-anakl dibandingan denganl KUHP. Selainl itu 

batasanl umur anakl dalam lUndang-undang inil juga tegasl yaitu seseorangl yang 

beluml berusia 18l (delapan lbelas) tahun termasukl anak yangl masih ldalam 

lkandungan.  
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Pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 76E 

dengan sanksi pidana diancam dalaml Pasal 82l Undang-Undangl No. 35l Tahun 

2014l tentang Perubahanl Undang-Undangl No. l23 Tahun 2002l tentang 

lPerlindungan lAnak. 

Pasal 76E, berbunyi: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul”. 

Pasal 82, berbunyi:  

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan 
paling lama 15 tahun dana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 
(lima miliyar rupiah)”. 

(2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, 
maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 

Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan pencabulan terhadap 

anak di bawah umur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan 

agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan, 

sehingga undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku 

kejahatan pencabulan terhadap anak-anak karena sanksi dalam undang-undang 

ini cukup berat. lUndang-undang Nomorl 35 Tahunl 2014 yangl mulai lefektif 

berlaku pertanggall 18 Oktoberl 2014 banyakl mengalami perubahanl paradigma 

lhukum, diantaranya memberikanl tanggung jawabl dan kewajibanl kepada 

lnegara, pemerintah, pemerintahl daerah, lmasyarakat, keluarga danl orang ltua 

atau walil dalam hall penyelenggaran perlindunganl anak, sertal dinaikannya 
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ketentuanl pidana minimall bagi pelakul kejahatan seksuall terhadap lanak, serta 

diperkenalkannyal system hukuml baru yaknil adanya lhak lrestitusi. 

lUndang-Undang lNo. 17 Tahunl 2016 tentangl Penetapan lPeraturan 

Pemerintah Penggantil Undang-Undangl No. 1l Tahun 2016l tentang lPerubahan 

Kedua Atasl Undang-Undangl No. 23l Tahun 2002l tentang Perlindunganl Anak 

lmenjadi lUndang-Undang. lUndang-undangl ini memperberat sanksi bagi 

pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak, yaitu 3 (tiga) pidana ltambahan, 

yaitu pengumumanl identitas pelakul kepada lpublik, rehabilitasi, lserta 

pemasangan alatl deteksi elektronikl (chip lelektronik). Adapun materil muatanl 

peraturan pemerintah tersebut terkait dengan tindak pidana pencabulan 

terhadap anak yaitu mengubah Pasall 82, lyang lmenyebutkan: 

(1) Setiapl orang yangl melanggar ketentuanl sebagaimana dimaksudl dalam 
Pasall 76E dipidanal dengan pidanal penjara palingl singkat 5l (lima) ltahun 
dan palingl lama 15l (lima lbelas) tahun danl denda palingl banyak 
lRpl5.000.000.000,00l (limal miliar lrupiah). 

(2) Dalaml hal tindakl pidana sebagaimanal dimaksud padal ayatl (1) ldilakukan 
olehl orang ltua, lwali, lorang-orangl yang mempunyail hubungan lkeluarga, 
lpengasuh lanak, pendidik, ltenaga lkependidikan, aparatl yang lmenangani 
lperlindungan lanak, ataul dilakukan olehl lebih daril satu orangl secara 
lbersama-sama, pidananyal ditambah l1/3l (sepertiga) daril ancaman lpidana 
sebagaimanal dimaksud lpada layat (1). 

(3) Selainl terhadap pelakul sebagaimana dimaksudl pada ayatl (2), lpenambahan 
l1/3l (sepertiga) daril ancaman pidanal juga dikenakanl kepada pelakul yang 
pernahl dipidana karenal melakukan tindakl pidana sebagaimanal dimaksud 
dalaml Pasal l76E. 

(4) Dalaml hal tindakl pidana sebagaimanal dimaksud dalaml Pasal l76E 
menimbulkan korbanl lebih daril 1l (satu) lorang, mengakibatkan lukal berat, 
gangguanl jiwa, lpenyakit menular, terganggul atau hilangnyal fungsi 
lreproduksi, ldan/atau korbanl meninggal ldunia, pidananya ditambahl 1/3l 
(sepertiga) daril ancaman pidanal sebagaimana dimaksudl pada layat (1). 

(5) Selainl dikenai pidanal sebagaimana dimaksudl pada ayatl (1) lsampai 
denganl ayatl (4), pelakul dapat dikenail pidana tambahanl berupa 
pengumumanl identitas lpelaku. 
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(6) Terhadapl pelaku sebagaimanal dimaksud padal ayatl (2) sampail dengan 
ayatl (4) dapatl dikenai tindakanl berupa rehabilitasil dan pemasanganl alat 
pendeteksi elektronik. 

(7) Tindakanl sebagaimana dimaksudl pada ayatl (6) diputuskanl bersama-samal 
denganl pidana pokokl dengan memuatl jangka waktul pelaksanaan 
ltindakan. 

(8) Pidanal tambahan dikecualikanl bagi lpelaku lAnak. 

Ketentuan Pasall 82 ayat (5) danl ayatl (6) mengaturl penjatuhan lpidana 

tambahan berupal pengumuman identitasl pelaku, lrehabilitasi, dan lpemasangan 

cip. Penjatuhanl pidana tambahanl dimaksudkan agarl pelaku menjadil jera ldan 

tidak akanl melakukan perbuatannyal di masal yang akanl datang. Pelakul jugal 

akan dibantul dengan rehabilitasl dengan tujuanl untuk memulihkanl dan 

mengembangkanl kemampuan pelakul kekerasaan seksuall yang lmengalami 

disfungsi sosiall agar dapatl melaksanakan fungsil sosialnya lsecara lwajar.  

Pengumumanl identitas pelakul dimaksudkan agarl pelaku ldiketahui 

oleh masyarakatl sehingga sulitl berintegrasi danl bersosialisasi dil masyarakat 

setelahl menjalani masal tahanannya. Khususl untuk pemasanganl chip lyang 

dimaksud tidakl diberikan kepadal sembarang pelakul kejahatan lseksual, namun 

kepadal mereka yangl dianggap berbahayal ketika sudahl keluar daril penjara 

setelahl menyelesaikan masal tahanan. Bentukl pengaplikasian chipl nantinya 

bisal saja diwujudkanl dalam bentukl gelang kakil dan kepolisianl bisa 

memonitorl pergerakannya. Misalnyal pelaku lpedofil, maka ketikal pengguna 

gelangl mendekati lokasil yang banyakl anak-anakl maka polisil sudah lbisa 

lbersiaga. 

Ketentuanl dalaml Undang-Undang No. 17 Tahunl 2016 ldikecualikan 

bagi pelakul Anak sesuail dengan ketentuanl Pasall 82, yangl menyatakan lbahwa 
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pidanal tambahan dikecualikanl bagi pelakul Anak. Hall ini disebabkanl anak 

pelakul perbuatan cabul sudahl tunduk padal 2l (dua) ketentuanl undang-undangl 

lyaitu, Undang-undangl No. 35l Tahun 2014l tentang Perubahan lUndang-

Undangl No. 23 Tahunl 2002 tentangl Perlindungan Anakl dan lUndang-Undangl 

No. 11l Tahun 2012l tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa hukum pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif 

di Indonesia diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 289, Pasal 290l ayatl (2) danl ayat 

(3), Pasall 292, Pasall 293, Pasall 294 ayatl (1) danl Pasal l295. Undang-Undangl 

No. 35l Tahun 2014l tentang Perubahanl Undang-Undangl No. 23l Tahun l2002 

tentang Perlindunganl Anak, diaturl dalam Pasall 76E dengan sanksi pidana 

diancam dalam Pasal 82 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang untuk meperberat sanksi 

bagi pelaku kejahatan pencabulanl terhadap anakl di bawahl umurl tertuang 

dalaml Pasall 82. 

B. Akibat Hukum Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur yang 

Dilakukan Lebih dari Satu Orang pada Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/ 

PN Bbs. 

Perbuatan hukum adalahl setiap perbuatanl manusia yangl dilakukan 

denganl sengaja untukl menimbulkan hakl dan lkewajiban. Perbuatan lhukum 

adalah setiapl perbuatan subjekl hukum (manusial atau badanl hukum) lyang 
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akibatnyal diatur olehl hukum, karenal akibat itul bisa dianggapl sebagai 

kehendakl dari yangl melakukan lhukum.65 Terkait dengan pembahasan 

penelitian ini yaitu akibatl hukum menurutl Soeroso, sebagail akibat lsuatu 

tindakan yangl dilakukan untukl memperoleh suatul akibat yangl dikehendaki 

olehl pelaku danl yang diaturl oleh lhukum. Tindakan inil dinamakan ltindakan 

hukum. Jadil dengan katal lain, akibatl hukum adalahl akibat daril suatu ltindakan 

hukum. Wujudl dari akibatl hukum ldapat lberupa: 

1. lLahirnya, berubahnya ataul lenyapnya suatul keadaan lhukum. Contoh: lUsia 

menjadi 21l tahun, akibatl hukumnya berubahl dari tidakl cakap lmenjadi 

cakap lhukum. Dengan adanyal pengampuan, lenyaplahl kecakapan 

melakukanl tindakan lhukum. 

2. lLahirnya, berubahnya ataul lenyapnya suatul hubungan lhukum, antara ldua 

atau lebihl subjek lhukum, di manal hak danl kewajiban pihakl yang lsatu 

berhadapan denganl hak danl kewajiban pihakl lain. lContoh: A lmengadakan 

perjanjian ljual-beli denganl B, makal lahirlah hubunganl hukum antaral A 

danl B. Sesudahl dibayar llunas, hubungan hukuml tersebut lmenjadi llenyap. 

3. Lahirnyal sanksi apabilal dilakukan tindakanl yang lmelawan lhukum. 

Contoh: Seorangl pencuri diberil sanksi hukumanl adalah suatul akibat 

hukuml dari perbuatanl si pencuril tersebut mengambill barang orangl lain 

tanpal hak danl secara lmelawan lhukum.66 

Berdasarkanl penjelasanl uraian dil atas, dapatl disimpulkan lbahwa 

perbuatanl hukum adalahl setiap perbuatanl subjek hukuml yang lmenimbulkan 

                                                 
65 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 291. 
66 Ibid,hlm. 295. 
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hakl dan kewajibanl yang ditandail dengan adanyal pernyataan lkehendak. 

Sedangkan bukanl perbuatan hukuml adalah suatul perbuatan yangl akibatnya 

tidakl dikehendaki olehl yang lbersangkutan. Kemudian akibatl hukum ldiartikan 

sebagai akibatl dari suatul tindakan lhukum. Dengan demikianl terkait dengan 

pembahasan pada penelitian ini yaitu tindak pidana pencabulanl terhadap lanak 

di bawahl umur yangl dilakukan lebihl daril satu orang adalah suatul perbuatan 

ataul tindakan yangl melawan lhukum, maka akibat hukuml dari tindakan 

tersebut adalah sanksi.  

Perkaral nomorl 53/Pid.Sus/2021/PNl lBbs, terdakwa didakwa telah 

melakukanl kekerasan, ataul ancaman lkekerasan, memaksa, lmelakukan tipu 

lmuslihat, melakukan serangkaianl kebohongan, ataul membujuk Anakl untuk 

melakukanl atau membiarkanl dilakukan lperbuatan lcabul, menimbulkan 

korban lebih daril 1 (satu) orang. Perbuatanl tersebutl terdakwa lakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Korban Nagita Slavina 

Bahwa padal hari danl tanggal yangl tidak dapatl diingat lagil bulan 

Oktoberl 2020, ketika terdakwa sedang berada di sungai turut Dukuh 

Kedawung Desa Kedungoleng Kec. Paguyangan Kab. Brebes pukul 12.30 

Wib. Melihat Anak Nagita Slavina umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Mutiara 

Triyani Fajriyah umur 7 (tujuh) tahun datang dan hendak mandi di sungai 

tersebut, kemudian terdakwa memanggil dan mengatakan kepada Anak 

tersebut “pan udan aja sue-sue aduse cepet mene tak adusi” (mau hujan 

jangan lama-lama mandinya biar cepet sini tak mandiin). Selanjutnya 
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kedua anak tersebut menjawab “Emoh” (tidak mau), namun terdakwa tetap 

memaksa memandikannya dengan cara anak Nagita Slavina dimandikan 

lalu dikeramasi rambut kepalanya selanjutnya menyabuni seluruh 

tubuhnya lalu mencabuli Anak Nagita Slavina dengan cara terdakwa 

memasukan jari kelingkingnya ke dalam Vagina Anak Nagita Slavina dan 

digerak-gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Anak Nagita 

Slavina kesakitan setelah itu terdakwa menyuruh Anak Nagita Slavina dan 

Mutiara Triyani Fajriyah pulang. 

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Nagita Slavina 

mengalami Selaput dara tampak robekan sebagaimana Visum Et Repertum 

No. RM/06/ VII/2020 tanggall 19l Desember 2020l yang dibuatl dan 

ditandatanganil olehl dokter pemeriksanya ldr. Irwan Arif Margono dokter 

RSUD Bumiayu Brebes. 

2.  Korban Mutiara Triyani Fajriyah 

Selain itu pula terdakwa melakukan hal yang sama yaitu terhadap 

Anak Mutiara Triyani Fajriyah umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Zahra 

Aulia umur 9 (sembilan) tahun. Terhadap Anak Mutiara Triyani Fajriyah 

terdakwa melakukan dua kali: 

a. Pertama, padal hari tanggall yang tidakl dapat diingatl lagi lbulan 

Septemberl 2020 pukull 12.00l Wib. Bertempatl dil rumah Anak Alpin 

Bin Syair di Dukuh Kedawung Desa Kedungoleng Kec. Paguyangan 

Kab. Brebes yaitu ketika terdakwa mendatangi rumah Anak Alpin Bin 

Syair tersebut terdakwa melihat ada Anak Mutiara Triyani Fajriyah 
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sedang bermain dengan Anak Alpin Bin Syair. Melihat rumah tersebut 

sepi kemudian terdakwa menyuruh Anak Alpin Bin Syair untuk 

membeli jajan, ketika Anak Alpin Bin Syair pergi untuk membeli jajan 

Anak Mutiara Triyani Fajriyah berjalan kebelakang untuk buang air 

kecil lalu terdakwa mengikutinya dari belakang dan ketika Anak 

Mutiara Triyani Fajriyah selesai buang air kecil terdakwa langsung 

menghampirinya dengan berpura-pura membantu untuk mengenakan 

(menggunakan) celananya kembali kemudian terdakwa memasukan 

jari kelingkingya kedalam Vagina Anak Mutiara Triyani Fajriyah 

hingga jari kelingkingnya masuk kedalam Vagina Anak Mutiara 

Triyani Fajriyah hingga Anak Mutiara Triyani Fajriyah bergerak-gerak 

kesakitan akan tetapi terdakwa tetap terus memaksa dan menggerak-

gerak jari kelingkingnya maju mundur sambil mengatakan “Meneng 

bae ben cepet gede, ben sekolane pinter” (diam saja biar cepet besar, 

dan sekolahnya pinter). Setelahl itu terdakwal berdiri dan lmemberikan 

uangl sebesar lRp. l2.000,- (dual ribu lrupiah) kepadal Anak Mutiara 

Triyani Fajriyah lalu terdakwa pergi. 

b. Kedua, pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 pukul 15.00 Wib. 

Ketika terdakwa berada di rumah kosong di dukuh Kedawung Desa 

Kedungoleng Kec. Paguyangan, Kab. Brebes, melihat Anak Mutiara 

Triyani Fajriyah sedang bermain bersama teman-temannya lalu 

terdakwa memanggil Anak Mutiara Triyani Fajriyah ketika anak 

tersebut mendekati terdakwa melihat celana Anak Mutiara Triyani 
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Fajriyah melorot kemudian dengan berpura-pura membetulkan 

celananya terdakwa langsung memasukan jari kelingking tangan 

kanannya kedalam Vagina Anak Mutiara Triyani Fajriyah dan digerak-

gerakan maju mundur hingga anak tersebut bergerak-gerak kesakitan 

akan tetapi terdakwa terus memaksa dengan mengatakan “(Diam saja 

biar cepet besar dan sekolahnya pinter)” setelah itu terdakwa 

memberikan uang kepada Anak Mutiara Triyani Fajriyah sebesar Rp. 

2000,- (dua ribu rupiah).  

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Mutiara Triyani Fajriyah 

mengalami selaput dara tampak robekan sebagaimana Visum Et Repertum 

No. RM/06/VII/2020 tanggall 19l Desember 2020l yang dibuatl dan 

ditandatanganil olehl dokter pemeriksanya ldr. Irwan Arif Margono dokter 

RSUD Bumiayu Brebes. 

3. Korban Zahra Aulia  

Terhadap Anak Zahra Aulia Binti Wahyono terdakwa juga 

melakukan dua kali: 

a. Pertama, awalnya terdakwa sering memberikan uang kepada Anak 

Zahra Aulia Binti Wahyono Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 

2.000,- (dua ribu rupiah) karena sering memberikan uang tersebut 

hingga Anak Zahra Aulia Binti Wahyono menjadi nurut (tidak merasa 

takut) terhadap terdakwa, sehingga ketika terdakwa sedang berada di 

rumahnya padal hari danl tanggal yangl tidakl dapat diingatl lagi lbulan 

Oktober 2020 pukull 11.00 lWib, datang Anak Zahra Aulia Binti 
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Wahyono bermain bersama teman-temanya ke rumah terdakwa dan 

Anak Zahra Aulia Binti Wahyono langsung pangku kepada terdakwa, 

dan ketika Anak Zahra Aulia Binti Wahyono sedang dipangku oleh 

terdakwa, terdakwa langsung merangkul (memeluk) nya dari belakang 

dan terdakwa langsung melakukan cabul terhadap Anak Zahra Aulia 

Binti Wahyono dengan cara jari kelingking tangan kanannya 

dimasukan kedalam Vagina Anak Zahra Aulia Binti Wahyono dan 

digerak-gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Anak 

Zahra Aulia Binti Wahyono merasa kesakitan, setelah itu terdakwa 

menyuruh Anak Zahra Aulia Binti Wahyono pulang. 

b. Kedua, padal hari danl tanggal yangl tidak dapatl diingat lagil bulan 

Oktoberl 2020 ketika terdakwa berada di kebun di Dukuh Kedawung 

Desa Kedungoleng Kec, Paguyangan, Kab. Brebes, melihat Anak 

Zahra Aulia Binti Wahyono sedang bermain dikebun tersebut terdakwa 

langsung menghampirinya lalu terdakwa langsung melakukan cabul 

terhadap anak tersebut dengan cara terdakwa langsung memeluk dan 

meraba-raba payudaranya seterusnya terdakwa langsung memasukan 

jari kelingking tangan kanannya kedalam Vagina Anak Zahra Aulia 

Binti Wahyono dan menggerakan maju mundur selama beberapa menit 

hingga Anak Zahra Aulia Binti Wahyono kesakitan kemudian 

terdakwa menyuruh Anak Zahra Aulia Binti Wahyono pulang dan 

memberikanl uang lRp. l2.000,- (dual ribu lrupiah) dan dengan 
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mengatakan kepadal Anak Zahra Aulia Binti Wahyono “Aja ngomong 

sapa-sapa” (jangan bilang sapa-sapa). 

Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Zahra Aulia Binti 

Wahyono mengalami selaput dara tampak robekan sebagaimana Visum Et 

Repertum No. RM/06/VII/2020 tanggall 19l Desember 2020l yang ldibuat 

danl ditandatanganil dokter pemeriksanya ldr. Irwan Arif Margono dokter 

RSUD Bumiayu Brebes.  

Berdasarkanl kasus posisil yang telahl diuraikanl di atas, lTerdakwa 

didakwa telahl melakukanl tindakan atau perbuatanl melawan hukum, lyaitu 

melakukanl kekerasan, ataul ancaman lkekerasan, memaksa, melakukanl tipu 

lmuslihat, melakukan serangkaianl kebohongan, ataul membujuk Anakl untuk 

melakukanl atau membiarkanl dilakukan lperbuatan lcabul, menimbulkan 

korban lebih daril 1 (satu) orang. Perbuatanl terdakwa diaturl dan diancam 

pidana dalaml Pasall 82 ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir 

dengan lUndang-Undang lNo. 17 Tahunl 2016 tentangl Penetapan lPeraturan 

Pemerintah Penggantil Undang-Undangl No. 1l tahun 2016l tentang lPerubahan 

Kedua Atasl Undang-Undangl No. 23l Tahun 2002l tentang Perlindunganl Anak 

lMenjadi lUndang-Undang. 

Daril proses persidanganl pada perkaral nomorl 53/Pid.Sus/2021/PNl 

Bbs, atas dasar lketerangan lsaksi-saksi, keteranganl terdakwa, barangl bukti 

yangl diajukan dipersidangan, dan alaat bukti berupa hasil Visum Et Repertum 

Nomor RM/06/VII/2020, diperolehl fakta-faktal hukum bahwal pada haril dan 
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tanggall yang tidakl dapat diingatl lagi bulanl Oktober 2020, ketika terdakwa 

sedang berada di sungai di Dukuh Kedawung Desa Kedungoleng Kec. 

Paguyangan Kab. Brebes pukul 12.30 Wib. Melihat Anak Anak Nagita 

Slavina Binti Suripto, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Mutiara Triyani Fajriyah 

Binti Rokib, umur 7 (tujuh) tahun datang dan hendak mandi di sungai tersebut, 

kemudian terdakwa memanggil dan mengatakan kepada Anak tersebut “pan 

udan aja sue-sue aduse cepet mene tak adusi” (mau hujan jangan lama-lama 

mandinya biar cepet sini tak mandiin), selanjutnya kedua anak tersebut 

menjawab “Emoh” (tidak mau), namun terdakwa tetap memaksa 

memandikannya dengan cara Anak Nagita Slavina Binti Suripto dimandikan 

lalu dikeramasi rambut kepalanya selanjutnya menyabuni seluruh tubuhnya 

lalu mencabuli Anak Nagita Slavina Binti Suripto dengan cara terdakwa 

memasukan jari kelingkingnya kedalam Vagina Anak Nagita Slavina Binti 

Suripto dan digerak-gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga 

Anak Nagita Slavina Binti Suripto kesakitan setelah itu terdakwa menyuruh 

Anak Nagita Slavina Binti Suripto dan Anak Mutiara Triyani Fajriyah Binti 

Rokib pulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Nagita Slavina Binti 

Suripto mengalami Selaput dara tampak robekan sebagaimana Visum Et 

Repertum No. RM/06/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dibuat dan 

ditandatangani oleh dokter pemeriksanya dr. Irwan Arif Margono dokter 

RSUD Bumiayu Brebes. 

Terhadap Anak Mutiara Triyani Fajriyah Binti Rokib terdakwa juga 

melakukan perbuatan cabul dua kali dengan cara-cara yang sudah 
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dikemukakan dalam kasus posisi perkara ini. Akibat perbuatan terdakwa 

tersebut Anak Mutiara Triyani Fajriyah Binti Rokib mengalami Selaput dara 

tampak robekan sebagaimana Visum Et Repertum No. RM/06/VII/2020 

tanggall 19l Desember 2020l yang dibuatl dan ditandatanganil olehl dokter 

pemeriksanya ldr. Irwan Arif Margono dokter RSUD Bumiayu Brebes.  

Terhadap Anak Zahra Aulia Binti Wahyono terdakwa juga melakukan 

perbuatan cabul dua kali, dengan cara-cara yang sudah dikemukakan dalam 

kasus posisi perkara ini. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Zahra 

Aulia Binti Wahyono mengalami selaput dara tampak robekan sebagaimana 

Visum Et Repertum No. RM/06/VII/2020 tanggall 19l Desember 2020l yang 

dibuatl dan ditandatanganil olehl dokter pemeriksanya ldr. Irwan Arif Margono 

dokter RSUD Bumiayu Brebes. Atas dasar lfakta-faktal hukum yangl terungkapl 

dipersidangan, maka terdakwal dapat dinyatakanl telah melakukanl tindak 

pidanal yang didakwakanl dengan terlebih dahulu mempertimbangkan lunsur-

unsurl dari pasall yang ldidakwakan.  

Terdakwal dalam perkaral ini didakwal oleh Penuntutl Umum ldengan 

dakwaanl tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E 

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana 

telah dirubah beberapa kali terakhir denganl Undang-Undangl No. 17l Tahun 

2016l tentang Penetapanl Pemerintah Penggantil Undang-Undangl No. 1l Tahun 

2016l tentangl perubahanl kedua atasl Undang-Undangl No. 23l tahun l2002 

tentang perlindunganl anakl menjadi Undang-Undang, yangl unsur-unsurnyal 

adalahl sebagai lberikut : 
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1. Unsurl “Setiap lOrang”; 

2. Unsurl “Melakukan lkekerasan/ancaman lkekerasan, memaksa, lmelakukan 

tipu lmuslihat, melakukan serangkaianl kebohongan, ataul membujuk lanak 

untuk melakukanl atau membiarkanl dilakukan lperbuatan lcabul”; 

3. Unsurl “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang”. 

Hasil pertimbangan hakim dari perkara tersebut diketahui bahwa 

semua unsur dari Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali 

terakhir dengan lUndang-Undang lNo. 17 Tahunl 2016 tentangl Penetapan 

Pemerintahl Pengganti lUndang-Undang lNo. 1 Tahunl 2016 tentangl Perubahan 

Kedual Atas lUndang-Undangl Nomor 23l Tahun 2002l tentang lPerlindungan 

Anakl menjadi lUndang-Undangl telahl terpenuhi, makal Terdakwa lharuslah 

dinyatakan telahl terbukti secaral sah danl meyakinkan melakukanl tindak 

pidanal sebagaimana didakwakanl dalam dakwaanl tunggal. 

Berdasarkan uraian pembahasan tindak pidana pencabulanl terhadap 

anakl di bawahl umur yangl dilakukan lebihl daril satu orang padal putusanl 

nomorl 53/Pid.Sus/2021/PNl lBbs, maka perbuatan terdakwal telah terbukti 

melakukanl tindakan yang melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 82 

ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir denganl Undang-

Undangl No. 17l Tahun 2016l tentang Penetapanl Peraturan lPemerintah 

Pengganti lUndang-Undang lNo. 1 Tahunl 2016 tentangl Perubahan Kedual Atas 

lUndang-Undang lNo. 23 Tahunl 2002 tentangl Perlindungan Anakl menjadil 
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lUndang-Undang. Maka akibat hukum daril tindakan melawan hukum lpada 

perkara ini yaitu sanksi pidana kepada Terdakwa denganl pidana lpenjara 

selamal 14 (empat lbelas) tahun danl denda lsejumlah lRp. 200.000.000,00 (dua 

ratus ljuta lrupiah) denganl ketentuan apabilal denda tersebutl tidak ldibayar 

diganti denganl pidana kurunganl selamal 4 (empat) lbulan.  

Meurut penulisl akibat hukum pencabulan terhadap anak di bawah 

umur yang dilakukan lebih dari satu orang padal putusan nomorl 53/Pid.Sus/ 

2021/PNl Bbs sudahl tepat dan sesuail dengan peraturanl perundang-undanganl 

lyang lberlaku. Menurut lUndang-Undang lNo. 17 Tahunl 2016 ltentang 

Penetapan Peraturanl Pemerintah Penggantil Undang-Undangl No. 1l Tahun 

2016l tentang Perubahanl Kedua atasl Undang-Undangl No. 23l Tahun l2002 

tentang Perlindunganl Anakl secara implisit telah tegas disebutkan bahwa 

pemidanaan terhadapl Terdakwa selainl pidana penjaral jugal di dijatuhil pidana 

dendal yang bersifat imperative denganl ketentuanl jika pidanal denda ltersebut 

tidakl dibayarl maka digantil denganl pidana kurunganl yang lamanyal akanl 

dimuat dalaml amar lputusan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Simpulan  

Berdasarkanl hasil penelitianl dan pembahasanl yang telahl penulis 

uraikan padal bab lsebelumnya, makal diambil kesimpulanl sebagai lberikut: 

1. Hukuml pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam hukum positif di 

Indonesia diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 289, Pasal 290l ayatl (2) ldan 

ayat (3), Pasall 292, Pasall 293, Pasall 294 ayatl (1) danl Pasal l295. lUndang-

Undangl No. 35l Tahun 2014l tentang Perubahanl Undang-Undangl No. l23 

Tahun 2002l tentang lPerlindungan lAnak, diaturl dalam Pasall 76E dengan 

sanksi pidana diancam dalam Pasal 82 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 

2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang 

untuk meperberat sanksi bagi pelaku kejahatan pencabulanl terhadap lanak 

dil bawah umurl tertuang dalaml Pasall 82. 

2. Akibat hukum pencabulanl terhadap anakl di bawahl umur yangl dilakukanl 

lebihl daril satu orang padal putusanl nomorl 53/Pid.Sus/2021/ PNl Bbsl yaitu 

perbuatan terdakwal telah terbukti melakukanl tindakan melawan hukum 

yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Jo. 76E Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah 

terakhir denganl Undang-Undangl No. 17l Tahun 2016l tentang lPenetapan 

Peraturan Pemerintahl Pengganti lUndang-Undang lNo. 1 Tahunl 2016l 
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tentangl Perubahan Kedual Atas lUndang-Undang lNo. 23 Tahunl 2002 

tentangl Perlindungan Anakl menjadi lUndang-Undang. Maka akibat hukum 

daril tindakan melawan hukum padal perkara ini yaitu sanksi pidana kepada 

Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun danl 

dendal sejumlah lRp. 200.000.000,00l (dua ratus jutal rupiah) ldengan 

ketentuanl apabila dendal tersebut tidakl dibayar digantil dengan lpidana 

kurunganl selamal 4 (empat) lbulan. 

B. Saran  

Berdasarkanl hasil penelitianl yang penulisl lakukan, makal penulis 

memberikanl beberapa saranl sebagai lberikut:  

1. Aparat penegakl hukuml khususnya pihak kepolisian, jaksa maupun hakim 

hendaknya mengikuti perkembangan hukum pidana yang semakin 

kompleks dan mengikuti perkembangan jaman. Sehingga dalam 

memeriksa dan mengadili suatu perkara dapat menerapkan ketentuan 

pidana serta menjatuhkan putusan yang lebih bijak. 

2. Orang tua sudah seharusnya lebih banyak memberikan perhatian terhadap 

anaknya, khususnya anak di bawah umur agar anak tidak mudah terjebak 

atau mudah dibohongi olehl paral pelaku tindakl pidana lpencabulan 

sehingga terhindar dari tindakl pidana lpencabulan.  

3. Pemerintah diharapkan lebihl sering melakukanl sosialisasi lkepada 

masyarakat terkait dengan lfaktor-faktor penyebabl dan lupaya-upaya 

pencegahanl terjadinya tindakl pidana pencabulanl terhadap lanak.  
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